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KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA 

 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

NOMOR : 260 /SK/BPBD/2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2022 

DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

 

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

 

Menimbang : a. Bahwa sesuai Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntansi 

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Nomor 700/177/ITDA/2018 tanggal 6 Agustus 

2018 dan dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian 

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin, perlu dilakukan perubahan pada Rencana 

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Rencana 

Strategis (Renstra) Badan Penaggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022. 

   

Mengingat  : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah; 

3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 

 



 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi 

rancangan peraturan daerah tentang rencana 

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara 

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan 

rencana kerja pemerintah daerah. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – 

Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota; 

 

 

 

 

 



 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

16. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 

tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin. 

17. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022 

(Lembaran Daerah No. 11 Tahun 2017). 

18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2012 

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana  Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

   

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN 

MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

STRATEGIS TAHUN 2017 – 2022 DI LINGKUNGAN BADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN 

MUSI BANYUASIN. 

Pertama : Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2017 – 2022 merupakan penjabaran dari 

visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin yang berpedoman pada Rencana Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun 2017 – 2022. 

Kedua : Renstra BPBD memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, 

Program, dan Kegiatan kurun waktu lima tahunan yaitu tahun 

2017 – 2022. 

Ketiga : Renstra BPBD 2017 – 2022 adalah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Paradigma penanganan bencana telah banyak mengalami perubahan. 

Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja 

akan tetapi lebih kepada keseluruhan manajemen bencana.  Seiring dengan telah 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana maka penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup aspek 

yang lebih luas, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko 

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 

rehabilitasi. Dengan demikian maka paradigma penanggulangan bencana 

diharapkan agar dapat mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di berbagai 

wilayah. 

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di wilayah 

Kabupaten Musi Banyuasin maka perlu diambil langkah-langkah strategis 

diantaranya melalui pembentukan lembaga yang bertanggung jawab terhadap 

penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera 

Selatan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin  

nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Seiring dengan semakin meningkatnya kejadian bencana di wilayah 

Kabupaten Musi Banyuasin maka tugas yang dihadapi oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentunya semakin 

berat. Apabila dilihat dari frekuensi bencana, maka bencana   yang   paling   

sering  terjadi  yaitu kebakaran hutan dan lahan, banjir,  angin puting beliung, 

tanah longsor. Jika dilihat secara kewilayahan, maka diantara 15 Kecamatan di 

Kabupaten Musi Banyuasin rata – rata merupakan wilayah yang rawan bencana. 

Dengan semakin tingginya tuntutan terhadap optimalisasi penanganan 

bencana yang terjadi maka kinerja lembaga penanggulangan bencana harus lebih 

ditingkatkan. Pembenahan dan perbaikan kinerja mutlak harus dilakukan baik 

dengan melalui perbaikan kinerja kelembagaan ataupun dengan peningkatan 
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profesionalisme aparat BPBD.  Disamping itu upaya sinergitas dan peningkatan 

koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang juga tidak 

kalah pentingnya. 

1.1.1 Pengertian Renstra PD. 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersipat Indikatif. Di dalam 

Renstra di gambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan 

yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. 

Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin 

pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis 

untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang 

sistematis.  

1.1.2 Fungsi Renstra dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah. 

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan lima 

tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat 

Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. 

Proses penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan oleh 

BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara maksimal, diantaranya 

sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  86 

Tahun 2017  maka  proses  penyusunan Rencana Strategis BPBD 

Kabupaten Musi Banyuasin akan mencoba untuk menerapkan beberapa 

prinsip mendasar yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan 

daerah sehingga rencana strategis ini berfungsi dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah dan diharapkan akan mampu :  

a) Menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional. 

b) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. 

c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan 

daerah. 

d) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang di miliki masing -



 
 

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2017-2022 / 3 
 

 

masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. 

 

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD.  

Proses penyusunan Renstra PD mengacu pada kerangka arahan 

yang dirumuskan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017. 

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Persiapan Penyusunan Renstra. 

 Pembentukan Tim Penyusun Renstra 

 Orientasi mengenai Renstra 

 Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra 

 Pengumpulan Data dan Informasi 

2. Pengolahan Data dan Informasi 

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan 

seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi 

yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim 

dan pihak - pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan 

rancangan Renstra. 

3. Tahap Perumusan Rancangan Renstra. 

 Pengolahan data dan informasi 

 Analisis gambaran pelayanan PD 

 Mereview Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target      

Renstra periode sebelumnya hasil evaluasi pelaksaan Renja PD 

tahun lalu berdasarkan Renstra PD 

 Permasalahan dan Isu - isu Strategis PD 

 Telaah  Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

 Telaah Renstra K/L dan Telaah RTRW dan Kajian LHS 

 Perumusan tujuan dan sasaran; 

 Strategi dan Rencana Program 

 Penyajian awal dokumen Renstra PD 

 Penyempurnaan rancangan Renstra PD 
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 Penyesuaian dokumen rancangan Renstra PD sesuai dengan 

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan 

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan 

daerah. 

4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra. 

5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada 

RPJMD dan Permendagri No 86 Tahun 2017 menjadi Rancangan 

akhir. 

6. Penetapan Renstra.  

 

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD 

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta ketentuan pada Pasal 344 

tahapan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD 

sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan 

Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan 

Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan penyusunan RPJMD, Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD 

jadi dalam penyusunan Renstra mengacuh pada RPJMD untuk masing -

masing perangkat daerah yang berisi, Misi, tujuan, sasaran, strategi dan 

arah kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan  

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 disusun 

dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2017-2022 

berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 
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2017 - 2022 dan Hasil SAKIP 2020 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabuapten Musi Banyuasin  

1.1.5 Keterkaitan Rensta K/L dan Renstra Provinsi 

Dalam penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Musi 

Banyuasin tetap mendukung dan memperhatikan kebijakan Rencana 

Strategis BPBD Provinsi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan 

rencana aksi bidang kebencanaan, kebijakan yang ditetapkan Provinsi 

akan di ikuti oleh Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinergisitas dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan Masyarakat. 

1.1.6 Keterkaitan Renstra dengan Renja PD. 

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 digunakan sebagai pedoman 

dalam penyusunan Renja dan pelaksanaan program yang ada di Renja 

sesuai dengan perencanaan program yang ada di Renstra Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 

2021, dan 2022. 

Disamping itu dalam perumusan rencana strategis ini diharapkan 

akan mampu menjawab berbagai tantangan saat ini yaitu mewujudkan 

perencanaan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Namun 

demikian upaya ini akan sangat tergantung pada komitmen yang tinggi 

para pengambil kebijakan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin 

khususnya terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana daerah. 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Dasar - dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-

2022 adalah sebagai berikut : 

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara mRepublik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4421);  

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah; 

3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5107); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 
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Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. 

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin  Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin. 

17. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor  8 Tahun 2016 Tentang RTRW 

Kabupaten Musi Banyuasin. 

18. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 

Lembaran Daerah No. 11 Tahun 2017. 

19. Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok 

dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN. 

Maksud : 

1. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit - unit kerja di 

SKPD dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah di tetapkan untuk 

jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan di jabarkan dalam rencana 

kerja tahunan. 

2. Sebagai kerangka dasar bagi SKPD dalam upaya peningkatan kualitas 
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pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber 

daya aparatur. 

3. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan 

penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program dan 

kegiatan yang terukur. 

Tujuan : 

1. Tersedianya Instrumen yang dapat di gunakan oleh pimpinan organisasi 

untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya 

yang ada secara optimal utntuk pencapaian tujuan organisasi. 

2. Tersedianya instrument awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian 

kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan 

mengevaluasi kinerja organisasi. 

3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang 

berorientasi pada pelayanan umum secara teratur. 

4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang 

terukur.  

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN. 

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB. I.  PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Pada bagian ini memuat pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra 

PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan 

Renstra Provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja PD. 

1.2. Landasan Hukum  

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainya 

yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran PD. 

1.3. Maksud dan Tujuan  

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renstra PD. 
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1.4. Sistematika Penulisan  

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  

Memuat penjelasan tentang dasar hukum pembentukan PD, 

Struktur Organisasi PD serta uraian tugas dan fungsi PD. 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah  

Memuat  penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang 

dimiliki PD. 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Menunjukkan tingkat capaian Kinerja PD berdasarkan 

sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurt SPM 

atau Indikator Kinerja Pelayanan PD lainnya. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah. 

Bagian mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan 

Renstra PD kabupaten/provinsi, hasil telaahan RTRW, hasil 

analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang 

bagi pengembangan pelayanan PD.  

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  

3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah.  

Pada bagian mengemukakan permasalahan-permasalahan 

pelayanan PD beserta factor-faktor yang mempengaruhi. 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih. 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang 

terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan 

wakilkepala daerah terpilih dan factor-faktor penghambat yang 

mempengaruhi visi dan misi serta program tersebut. 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi. 

Bagian ini mengemukakan factor-faktor penghambat dan factor-

faktor pendorong dari pelayanan PD di tinjau dari sasaran 

jangka menengah Renstra PD. 
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3.4. Telaahan RTRW dan KLHS. 

Bagian ini mengemukakan factor - faktor penghambat dan 

pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan 

KLHS. 

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis. 

Pada bagian ini direview factor - faktor dari pelayanan PD yang 

mempengaruhi isu strategi dan strategi. 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN. 

Pada bagian ini mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka 

menengan PD.  

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. 

Pada bagian ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan 

PD dalam lima tahun mendatang. 

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

Pada bagian ini mengemukanan rencana program dan kegiatan, 

Indicator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. 

Pada bagian ini mengemukakan indicator kinerja PD yang mengacuh 

pada tujuan dan sasaran RPJMD, yang akan di capai  lima tahun 

kedepan. 

BAB VIII. PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN. 

 

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD  

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

  Dalam upaya melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terencana, 

sistematis dan menyeluruh di Kabupaten Musi Banyuasin, Bupati Musi Banyuasin 

telah memberikan apresiasi dengan membentuk kelembagaan penanggulangan 

bencana, melalui Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Musi Banyuasin  nomor 7 

tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2012 

tentangPenjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang merupakan amanat dari pelaksanaan 

Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007. Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai unsur pelaksana Pemerintah 

Kabupaten di bidang Penanggulangan Bencana, mengemban tugas dan tanggung 

jawab mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, 

terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. 

Sesuai dengan Undang Undang  Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas 

pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :  

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap 

darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;  

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;  

3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada 

masyarakat;  

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur 

setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 

darurat bencana;  

5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional 

dan internasional;  
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6. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara;  

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan 

perundangundangan; dan  

8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota 

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

melaksanakan :  

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan 

efisien; dan  

2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, dan menyeluruh. 

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan 

fungsi:    

1. Koordinasi penanggulangan bencana;  

2. Komando penanggulangan bencana; dan  

3. Pelaksana penanggulangan bencana.  

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam 

penanggulangan bencana: 

 

Koordinasi :  

Penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga 

pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional 

dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan 

pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah 

penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. 

dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin menjalankan fungsi komando. 

 

Komando: 

Dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana 

melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan 
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Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi 

terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat 

bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana. 

 

Pelaksana : 

Terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara 

terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun 

daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana; kebjakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta 

perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, dalam berbagai 

upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian 

kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya 

penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang 

diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud 

upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan 

melalui:  

1. Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat 

Undang-undang nomor 24 tahun 2007;  

2. Peningkatan akuntabilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam 

rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;  

3. Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia 

penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan 

penanggulangan bencana;  

4. Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dituntut untuk terus mensosialisasikan 

keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga 
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dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan 

peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;  

5. peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan, yang 

diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan 

yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana di wilayah  

Kabupaten Musi Banyuasin; dan yang terakhir adalah  

6. Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan 

upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan 

bersama. 

Bagan  Struktur Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2011 adalah sebagai Gambar 2.1. 

berikut : 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 07 

tahun 2011 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri 

atas : 

a. Kepala Badan. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara ex officio adalah       

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang 

Kepala Pelaksana. 

b. Unsur Pengarah. 

Unsur Pengarah terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah terkait dan 

Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli yang di pilih melalui uji 

keputusan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. 

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. 

Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, 

membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan 

penanggulangan bencana. 

 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Jabatan 

Esselon II b. 

2. Kepala Sekretariat adalah Jabatan Esselon III b. 

3. Kepala Bidang adalah Jabatan Esselon III b. 

4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Esselon IV a. 

 Jumlah Pegawai pada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin berjumlah 133 orang, terdiri dari : 

- ASN     :   32 orang. 

- Pegawai Honorer/Kontrak : 133 orang 

 Sedangkan tugas dan fungsi masing - masing struktur dalam susunan 

organisasi tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan 

jabatan esselon IIb, mempunyai tugas mengkoordinasikan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan konsep 

koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana BPBD 

mempunyai fungsi : 
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a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana; 

c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana; 

d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana; 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2. Sekretariat, mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada 

semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD 

mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap 

program administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD; 

b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD; 

c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaaan, hukum dan 

peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, 

keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD; 

d. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah 

BPBD; 

e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. Sekretariat membawahi : 

1) Subbagian Program dan Perencanaan 

a) Menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan 

mengetahui kegiatan tersebut ;  

b) Menyiapkan data base untuk pembangunan penanggulangan 

bencana dan pengembangan sistemnya; 

c) Membuat laporan kegiatan BPBD serta pengendalian program;  

d) Membantu menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan 

program kerja anggaran ;  

e) Melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanan 

program kerja anggaran ;  

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

2) Subbagian Keuangan  

a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam 

rangka penyusunan anggaran keuangan ;  
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b) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan/admiistrasi di bidang 

keuangan ; 

c) Mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan 

hak-hak lainnya ;  

d) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas 

pengelolaan keuangan ;  

e) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan 

serta hukum dan kehumasan;  

f) Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tujuan subbagian 

keuangan;  

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fugsinya ;  

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

a) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja, 

inventaris kantor dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;  

b) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang 

meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, inventaris 

peralatan dan perlengkapan kantor  ;  

c) Melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan dan kebersihan 

ruangan dan lingkungan kantor dan persandiaan ;  

d) Mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan 

kearsipan; 

e) Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan 

inventaris perlengkapan kantor dan pengelolaan penghapusan 

barang dengan kegiatan pemeliharaan, pengujian dan 

pemasukan serta pelaporan logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana agar keamanan dan ketertiban tetap 

terjamin.  

f) Melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian ;  

g) Mengupayakan pengembangan karier, kesejahteraan dan 

disiplin pegawai;  

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas 

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan 
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masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud, Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :  

Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada 

prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;  

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat ;  

b. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan 

prabencana serta pemberdayaan masyarakat  ; 

c. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksananaan 

kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana 

serta pemberdayaan masyarakat ; 

d. Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana ;  

e. Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan 

masyarakat prabencana;  

f. Pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan 

merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan 

prabencana terhadap daerah rawan bencana ;  

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi : 

1) Seksi Pencegahan. 

a) Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang 

penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat  ;  

b) Membuat peta rawan bencana dan pemerataan masalah; 

c) Membuat pedoman/standar/prosedur pencegahan bencana;  

d) Membuat brosur/leaflet/poster terkait penanggulangan bencana 

pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;  

e) Meneliti/mengkaji karakteristik bencana; 

f) Mengkaji/meganalisa resiko bencana; 

g) Menginternalisasi dalam muatan lokal pendidikan;  

h) Membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana; 

i) Memperkuat unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;  

j) Mengurus dan mengutamakan penanggulangan bencana dalam 

perencanaan pembangunan;  
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k) Membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, 

larangan memasuki daerah rawan bencana tersebut;  

l) Mengawasi terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang 

penataan ruang, izin Mendirikan Banguanan (IMB) dan peraturan 

lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana ;  

m) Mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan 

masyarakat;  

n) Memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana  ke 

daerah yang berkaitan dengan pencegahan bencana;  

o) Mengadakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan 

masyarakat ;  

p) Membuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-

jalur evakuasi jika terjadi bencana ;  

q) Membuat bangunan struktual yang berfungsi untuk mencegah, 

mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh 

bencana seperti  tanggul, dam, penanganan erosi sungai, 

bangunan tahan gempa dan sejenisnya;   

r) Melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana; 

s) Melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana; 

t) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan 

pencegahan  bencana; 

u) Menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan; 

v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2) Seksi Kesiapsiagaan 

a) Mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur 

pendukungnya; 

b) Melaksanakan pengoperasian dan pengendalian unit 

penanggulangan bahaya kebakaran; 

c) Melaksanakan pengoperasian, pengendalian unit penanggulangan 

bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, kelalaian 

manusia dan kegagalan teknologi; 

d) Mengadakan pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap 

sektor penanggulangan bencana (SAR,Pemadaman, sosial, 

kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum); 

e) Menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan; 

f) Menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik. 
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g) Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan 

terpadu guna mendukung tugas kebencanaan; 

h) Menyiapkan dan memasang instrument sistem peringatan dini 

(Early Warning); 

i) Menyusun rencana kontijensi (contingency plan); 

j) Memobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana 

peralatan); 

k) Melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan; 

l) Melaksanakan evaluasi dan analisis kesiapsiagaan; 

m) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan 

kesiapsiagaan bencana; 

n) Menyusun rencana umum dalam bidang kesiapsiagaan; 

o) Melasksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

4. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, mempunyai tugas 

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penanganan 

darurat mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi,      

penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana; 

b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bantuan 

penanganan pengungsi, pemenuhan kegiatan dasar dan perlindungan 

pengungsi; 

c. Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, 

penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan 

bencana; 

d. Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan 

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik; 

e. Memobilisasian satuan tugas reaksi cepat (STRC) penanggulangan 

bencana, satuan tugas penangulangan bencana, satuan tugas 

pelayanan kesehatan penanggulangan  benacana; 

f. Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian 

operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas : 
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a) Menyusun rencana kegiatan tanggap darurat pada 

penanggulangan bencana; 

b) Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan tanggap 

darurat, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar 

dan perlindungan korban bencana; 

c) Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap 

darurat bencana dan evakuasi; 

d) Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian 

kegiatan tanggap darurat; 

e) Melaksanakan tugas lain yang  diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya; 

2) Seksi Logistik mempunyai tugas : 

a) Menyusun rencana kegiatan penanganan pengungsi, penyediaan 

bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana baik di 

dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; 

b) Melaksanakan  koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan 

penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan 

penanggulangan bencana; 

c) Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan 

penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan 

penanggulangan bencana; 

d) Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian 

kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik; 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

 

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas 

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabiltasi 

dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana; 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabiltasi dan 

rekonstruksi mempunyai fungsi :  

a. Perumusan kebijakan umum dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi; 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan 

penanganan pengungsi; 
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c. Pengomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

terjadinya bencana; 

d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi; 

e. Pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan 

umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana 

dan penanganan pengungsi; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya, Bidang ini membawahi : 

 

1) Seksi rehabilitasi  

a) Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum 

rehabilitasi pasca terjadinya bencana; 

b) Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama 

internasional dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan 

kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana; 

c) Melakukan sosialisasi dan sikronisasi program/kegiatan 

rehabilitasi pasca terjadinya bencana; 

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan bencana 

daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian 

bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan konflik, 

pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan 

ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi 

pelayanan publik; 

e) Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca 

terjadinya bencana; 

f) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan 

rehabilitasi  pasca terjadinya bencana; 

g) Melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis 

pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan 

pelaksanaan rehabilitasi secara tidak periodik pasca terjadinya 

bencana; 

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2) Seksi Rekonstruksi 

a) Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum 

rekonstruksi pasca bencana dan penanganan pengungsi; 
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b) Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama 

internasional, organisasi non pemerintah dan instansi terkait 

lainnya dalam pelaksanaan kebijakan umum rekonstruksi 

terjadinya pasca bencana dan penanganan pengungsi; 

c) Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan 

rekonstruksi pasca terjadinya bencana; 

d) Mengkoordinir pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana 

prasaranan fisik dan non fisik secara permanen yang 

komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan 

penanganan pengungsi; 

e) Melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik 

pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana penanganan 

pengungsi; 

f) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam 

penanganan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya 

bencana dan penanganan pengungsi; 

g) Melakukan pemantauan/monitoring evaluasi dan analisis 

pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan 

pelaksanaan rekonstruksi secara periodik pasca terjadinya 

bencana dan penanganan pengungsi; 

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Tata Laksana PD (Proses, Prosedur, Mekanisme) 

  Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik 

oleh faktor alam dan atau faktor non alam, maupun faktor manusia, sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda dan dampak psikologis (Definisi bencana menurut UU no. 24 tahun 

2007). 

Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, 

meliputi langkah - langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana (pra-bencana), tanggap darurat 

pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan rekonstruksi 

sarana-prasarana umum/sosial setelah terjadi bencana (pasca bencana). 

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana 

dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak 

mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum 

mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan 

kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan 

sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian sementara, serta 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur pasca bencana. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disediakan layanan kepada 

masyarakat antara lain meliputi : layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Bencana, layanan Tanggap Darurat Bencana,  Layanan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi dan layanan kesehatan korban bencana, serta  Layanan Pusdalops 

yang masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana. 

Layanan ini dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk membangun dan 

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang 

sudah diperkirakan.  Langkah-langkah dan kegiatan yang dilaksanakan 

antara lain:  

1) Memberikan pelatihan, simulasi, gladi bagi masyarakat dalam 

menghadapi kejadian bencana; 

2) Memberikan penyuluhan mengenai bahaya dan kerugian yang 

ditimbulkan oleh bencana serta upaya meminimalisir kerugian yang 

mungkin timbul; 
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3) Pendataan daerah rawan bencana; 

4) Pendataan masyarakat; 

5) Inventarisasi dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana 

penanggulangan bencana (bahan makanan, bahan sandang, kamp 

penampungan, sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang 

lainnya); 

6) Menetapkan daerah atau lokasi evakuasi; 

7) Pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini; 

8) Memindahkan atau mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang telah 

ditetapkan. 

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Tingkat capaian Kinerja pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

 

No Indiktor Kinerja Capaian Kinerja 

 
1. 

 
Pencegahan Bencana 

 
Mengurangi kerusakan sarana dan 
prasarana, lingkungan hidup, kerugian 
harta benda dan korban jiwa 

 
2. 

 
Kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

 
Meningkatkan kemampuan petugas dan 
masyarakat menghadapi bencana. 

 

2. Layanan Tanggap Darurat Bencana 

Layanan Tanggap darurat bencana dilakukan kepada masyarakat korban 

bencana dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani 

dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi 

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana. ( Definisi dari Perka BNPB No.9 

tahun 2008) 

 Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan 

antara lain:  waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan 

berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya 

institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana dan kompetisi 

dalam pengerahan sumberdaya. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi 

yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan 

darurat bencana. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh 

Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji 
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cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan 

pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat 

(TRC) ini yang terdiri dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan 

prosedur tetap Tim Reaksi Cepat. 

Ada 2 tugas pokok dalam layanan Tanggap Darurat Bencana yaitu :  

melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana yang 

meliputi :  

1) Penilaian kebutuhan (needs assessment) dan, Penilaian kerusakan 

/kerugian (damage and losses assessment) 

 Penilaian kebutuhan (needs assessment) menentukan jumlah 

dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan 

korban bencanan meliputi : SAR, bantuan medis, penyediaan 

pangan, penyiapan penampungan  sementara,  penyediaan  air  bersih  

serta  sanitasi;  dan  

 Penilaian kerusakan /kerugian (damage and losses 

assessment) pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, 

waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir 

(korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana). 

2) Memberikan dukungan pendampingan (membantu Satlak PB/BPBD 

Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana. 

 

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Tanggap Darurat Bencana 

selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Tingkat capaian Kinerja pada bidang Tanggap Darurat Bencana. 
 

No. Indiktor Kinerja Capaian Kinerja 

 
1. 

 
Penanganan Keadaan 
Darurat Bencana 

 
Pertolongan dan penyelamatan terhadap 
korban manusia. 

 
2. 

 
Penanganan logistic 

 
Pemenuhan kebutuhan dasar hidup 
korban bencana (makan dan minum)  

 
3. 

 
Penanganan Korban 
Pengungsi 

 
Perlindungan kepada  korban bencana 

 

3. Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 

 Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan 

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah 

pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya 
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secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada 

wilayah pascabencana (Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010). 

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan 

sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum 

dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.(Perka BNPB Nomor 17 

Tahun 2010) 

Ruang lingkup pelaksanaan Rehabilitasi Pascabencana dilakukan melalui 

kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan 

sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan 

social psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi konflik, pemulihan social, 

ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi 

pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan public (Pasal 56, peraturan 

pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana). 

 Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan : 

a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana; 

b. Pembangunan kembali sarana social masyarakat; 

c. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 

d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan pembangunan peralatan 

yang lebih baik dan tahan bencana; 

e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, 

dunia usaha dan masyarakat; 

f. Peningkatan kondisi social, ekonomi dan budaya; 

g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau  

h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (Pasal 75, 

peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). 

 

Pada layanan rekonstruksi pasca bencana, diarahkan untuk terlebih 

dahulu melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Kerugian / Kerusakan (Damage 

and Loss assessment/DLA) secara lengkap, kemudian dilakukan kajian 

kebutuhan (post disaster need Assessment/PDNA) yang menggunakan informasi 

dari DLA serta memasukkan unsur - unsur pengurangan resiko bencana 
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(pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), dan melibatkan berbagai unsur 

masyarakat sejak dari awal. 

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pasca Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2.3 
Tingkat capaian Kinerja pada bidang 

               Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 

 
No. Indiktor Kinerja Capaian Kinerja 

 
1. 

 
Penanganan 
Rehabilitasi 

 
Perbaikan kerusakan fisik, non fisik 
agar dapat berfungsi kembali. 

 
2. 

 
Penanganan 
Rekonstruksi 

 
Pembangunan total terhadap segala 
kerusakan 

 

4. Layanan Pusdalops PB 

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang disingkat 

Pusdalops adalah unsur pelaksana BNPB / BPBD yang bertugas 

menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan 

bencana. 

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas  terhadap potensi bencana pada 

daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus menerus. 

Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan 

selanjutnya disusun laporan serta deseminasinya. Informasi bencana disini 

tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan 

yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana sampai pasca 

bencana. Pada proses ini, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi 

Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola informasi 

hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat 

melalui media. Pusdalops PB memegang kuat prinsip : cepat, tepat, akurat, 

koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel. 

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pusat pengendalian 

operasional (Pusdalops) PB, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.4 
                      Tingkat capaian Kinerja pada Pusdalops PB 

 
No. Indiktor Kinerja Capaian Kinerja 

 
1. 

 
Pelayanan data dan 
informasi bencana 

 
Pemenuhan kebutuhan data dan 
informasi yang akurat dan up to date 
tentang bencana. 

 
 
2.2. SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
 
  Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus 

dimiliki oleh instansi / badan usaha, karena kinerja para pegawai akan 

menentukan tingkat kinerja instansi / badan usaha tersebut. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, memiliki pegawai 

sebanyak 165 orang, dengan rincian sebagai berikut: 32 orang ASN, 133 Tenaga 

Kontrak. 

 

Tabel  2.5 
Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Golongan 
 

Pangkat Jumlah (orang) 

Pengatur Muda ( II/a) - 

Pemuda Muda Tk. I ( II/b) 3 Orang 

Pengatur (  II/c) 4 Orang 

Pengatur Tk. I ( II/d) 1 Orang 

Penata Muda ( III/a) 4 Orang 

Penata Muda Tk. I ( III/b) 4 Orang 

Penata ( III/c) 2 Orang 

Penata Tk. I ( III/d) 8 Orang 

Pembina ( IV/a) 5 Orang 

Pembina Tk. I ( IV/b) - 

Pembina Utama Muda ( IV/c) 1 Orang 

Non PNS 133 Orang 

TOTAL 165 Orang 
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Tabel 2.6 
Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Diklat Pelatihan 
 

Jenis Diklat Gol II Gol III Gol IV Jumlah 

PIM III - - 4 4 

PIM IV - 3 2 5 

ADUM - 1 - 1 

Diklat Dasar Manajemen 

Kebencaan 

- 1 1 2 

Diklat Damkar I 1 1 - 2 

Diklat Damkar II 1 - - 1 

Belum Diklat 6 11 - 17 

TOTAL 8 17 7 32 

 

Tabel 2.7 

Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan. 

 

No Jenis Pendidikan Jumlah 

1 Strata 2 7 

2 Strata 1 13 

3 D3 2 

4 SMA 10 

 TOTAL 32 

 

 

Tabel 2.8 

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan 

 

 
No 

 
Uraian 

 
TRC 

 
Pelaksana 

 
JF 

Eselon  
Jumlah 

II III IV 

1 Kepala - - - 1 -  1 

2 Sekretariat - 6 - - 1 3 10 

3 Bidang Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 

- 3 - - 1 2 6 

4 Bidang 
Penanganan 
Darurat. 

- 5 - - 1 2 8 

5 Bidang Rehabilitasi 
dan Rekontruksi. 

- 4 - - 1 2 7 

 PB ASN/Non ASN 133 - - - - - 133 

Jumlah 133 18 - 1 4 9 165 

 

Disamping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Satgas 

Reaksi Cepat  yaitu sejumlah 133 orang pegawai tersebar pada satgas reaksi 

cepat sesuai dengan keahlian dalam penanganan bencana yaitu :  
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1. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) 

2. Satuan  Reaksi Cepat SAR 

3. Satuan  Reaksi Cepat Shelter 

4. Satuan  Reaksi Cepat Pemantau 

5. Satuan  Reaksi Cepat Medis 

6. Satuan  Reaksi Cepat Kebakaran Hutan dan Lahan. 

 

- Aset / Modal yang di Miliki / di Kuasai. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

dalam pengelolaannya mengacu kepada sistem manajemen logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana, yang merupakan suatu sistem yang 

menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk 

menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana 

dan pada pasca bencana, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan 

Penanggulangan Bencana.  

BPBD Kabupaten Musi Banyuasin memiliki gudang sebanyak 1 unit di 

lantai atas untuk penyimpanan peralatan bencana dan di gudang bawah untuk 

penyimpan logistikdan ruangan pelayanan kesehatan dengan daya dukung 

tenaga medis yang cukup, selain itu mempunyai 1 bangunan induk kantor BPBD, 

2 bangunan pos Satgas TRC, 1 bangunan pos pengendalian karhutlah, 7 pos 

pantau karhutlah.  

Persediaan logistik yang  tersimpan di gudang logistik BPBD Kabupaten 

Musi Banyuasin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini  

Tabel 2.9 
Stock Opname Logistik pada Gudang Logistik 

BPBD Kabupaten Musi Banyuasin 
 

No. Jenis Logistik Kuantitas 

1 Sandang 25 

2 Kids Ware 30 

3 Perlengkapan sekolah 300Paket 

4 Perlengkapan Makan 100 Paket 

5 Peralatan dapur Keluarga 20 Paket 

6 Masker  300 Lembar 

7 Tenda Gulung 8 Unit 

8 Kantong Mayat 8 Lembar 

9 Reksional 100 Paket 
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 Peralatan yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.10 
Aset/Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Musi Banyuasin 
 

No Jenis Peralatan / Kendaraan 
Kuantitas 

Kondisi 

Baik Rusak 

1 Gedung 1 Lantai 4 Unit 4 Unit  

2 Gedung 2 Lantai 8 Unit 8 Unit  

3 Truk Damkar 3 Unit Baik - 

4 Truk Supply 3 Unit Baik - 

5 Mobil Fire Jeep 3 Unit Baik - 

6 Mobil Rescue 1 Unit Baik - 

7 Mobil Minibus 2 Unit Baik - 

8 Mobil Double Cabin 9 Unit 7 baik 2 rusak 

9 Mobil Single Cabin 1 Unit Baik - 

10 Motor Trail 25 Unit Baik - 

11 Kendaraan Operasional R 2 20 Unit Baik - 

12 Jetski 1 Unit Baik - 

13 Speed Boad Fiber evakuasi 2 Unit Baik - 

14 Perahu karet 10 Unit 3 baik 7 rusak 

15 Drone 5 Unit Baik - 

16 Mesin Pompa Portable 16 Unit Baik - 

17 Water Pump Mini Striker 34 Unit 33 Baik 1 Rusak 

18 Water Pump MK 3 1 Unit Baik  

19 Selang 2,5” 100 Roll Baik - 

20 Selang 1,5” 351 Roll Baik - 

21 GPS 2 Unit Baik - 

22 Water Treatment 3 Unit Baik - 

23 Tabung Oksigen + Atc 6 Unit Baik - 

24 Mesin Perahu Karet 6 Unit Baik - 

25 Peralatan Selam + ATC 2 Unit Baik - 

26 Jet Sprayer 63 Unit Baik - 

27 Jet Spanger 36 Unit Baik  
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No 

 
Jenis Peralatan / Kendaraan Kuantitas 

Kondisi 

Baik Rusak 

28 Jaket anti Panas 40 Pcs Baik - 

29 Teropong Bushnel Scout 1000 ARC 
Laser Range Finder 

20 Unit Baik - 

30 Sepatu Boat Pemadam 50 psg Baik - 

31 Nozzle Semprot 62 Unit Baik - 

32 Connecting Selang Y 4 Unit Baik - 

33 Pompa Apung 1 Unit Baik - 

34 Perahu Lipat 1 Unit Baik - 

35 Selang Hisap 6 Unit Baik - 

36 Kamera 6 Unit Baik - 

37 Kompas 2 Unit Baik - 

38 Pelbed 93 Unit 83 Baik 10 Rusak 

39 Genset 15 Unit Baik - 

40 Senter Underwater 1 Unit Baik - 

41  Tenda 14 Unit Baik - 

42 Alat Komunikasi 

- HT Mobil 

- HT Tangan 

 

4 Unit 

70 Unit  

 

Baik 

Baik 

- 

43 Polythilane 4 Unit Baik - 

44 Apar 20 Unit Baik - 

45 Truk Angkut Pasukan 1 Unit Baik - 

 

- Unit Usaha yang Masih Oprasional = Tidak Ada 

 

2.3.  KINERJA PELAYANAN BPBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN. 

Nilai capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin kurun waktu 5 tahun periode Renstra Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 disajikan pada 

Tabel 2.11 
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Tabel 2.11 (Tabel T-C 23) 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin 

 

No Indikator 

SPM 

/Standar 

Nasional 

IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 
Rasio capaian pada 

tahun ke 

2017  2018 2019  2020  2021 2022 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A. Indikator Kinerja RPJMD  

1 Persentase penurunan titik 

kebakaran (hotspot) hutan 

dan lahan (%) 
- - 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

2 Jumlah Desa Tangguh 

Bencana (desa) 
- - 3 6 9 12 15 18 - - - - - - 

3 Persentase kejadian 

bencana yang di 

tanggulangi (%) - - 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

B. IKU (Indikator Kerja Utama) OPD. 

 

1 Persentase peningkatan 

kemampuan masyarakat 

tentang kebencanaan di 

daerah rawan bencana (%) 

- - - - - 70% 75% 80% - - - - - - 

2 Persentase komunikasi, 

informasi dan evakuasi 

rawan bencana (%) 

- - - - 70% 80% 90% 90% - - 70% - - 
100

% 

3 Persentase penanganan 

titik kebakaran hutan dan 

lahan. (%) 
- - 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

%  

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

4. Persentase kejadian 

bencana yang di tangani 

(%) 

- - 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

%  

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

5 Persentase penanganan 

rehabilitasi dan rekontruksi 

pasca bencana (%) 

 

- - 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

%  

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

C. IKK (Indikator Kinerja Kunci) 

1 Cakupan pelayanan 

bencana kebakaran 

kabupaten/kota (%) 

 

- 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
- - - - - - 

1. Persentase korban 

bencana yang dievakuasi 

dengan mengunakan 

sarana prasarana tanggap 

darurat lengkap. 

 

- 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
- - - - - - 

D. SPM (Standar Pelayanan Minimal) 

1 Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 

 

100% - - - - 
100

% 

100

% 

100

% 
- - -  -  

2 Pelayanan pencegahan 

dan Kesiapsiagaan. 

 

100% - - - - 
100

% 

100

% 

100

% 
- - -  -  

3 Pelayanan Penyelamatan 

dan Evakuasi korban 

bencana. 

 

100% - - - - 
100

% 

100

% 

100

% 
- - -  -  
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Pada pelaksanaa Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 5 Indikator kegiatan 

yaitu : 

1. Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang 

kebencanaan di daerah rawan bencana.  

2. Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana.  

3. Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan.  

4. Persentase kejadian bencana yang di tangani dan,-  

5. Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. 

  Pada indicator kegiatan Persentase peningkatan kemampuan masyarakat 

tentang kebencanaan di daerah rawan bencana menjadi IKU BPBD Musi 

Banyuasin baru tahun 2020 jadi untuk realisasi kegiatannya belum dapat di 

tampilkan rasio capaian kinerja tahunannya. 

  Sedangkan Indikator Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi 

rawan bencana menjadi IKU BPBD Kabupaten Musi Banyuasin baru tahun 2019 

adapaun realisasi capaian tahun 2019 dengan Rasio capaian 100% dan realisasi 

capaian tahun 2020 dengan Rasio Capaian 100% 

  Sedangkan Indicator Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan 

lahan, Indicator Persentase kejadian bencana yang di tangani dan Indicator 

Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana menjadi IKU 

BPBD Kabupaten Musi Banyuasin mulai tahun 2017.  

- Realisasi Indikator Persentase Penanganan Titik Kebakaran Hutan dan 

Lahan tahun 2017 terdapat 15 kejadian dan yang di angani 15 kejadian 

jadi Rasio capaian kinerja tahun 2017 adalah 100%, adapaun tahun 

2018 terdapat 38 kejadian dan yang di tangani 38 kejadian jadi Rasio 

capaian kinerja tahun 2018 adalah 100% dan tahun 2019 terdapat 91 

kejadian dan yang di tangani 91 kejadian jadi Rasio Capaian kinerja 

tahun 2019 adalah 100%, sedangkan tahun 2020 terdapat 8 Kejadian 

dan yang di tangani 8 Kejadian jadi Rasio Capaian Kinerja Tahun 2020 

adalah 100%. 

 

- Realisasi indikator Indicator Persentase kejadian bencana yang di 

tangani tahun 2017 terdapat 23 kejadian dan yang di angani 23 kejadian 

jadi Rasio capaian kinerja tahun 2017 adalah 100%, adapaun tahun 

2018 terdapat 19 kejadian dan yang di tangani 19 kejadian jadi Rasio 

capaian kinerja tahun 2018 adalah 100% dan tahun 2019 terdapat 18 
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kejadian dan yang di tangani 18 kejadian jadi Rasio Capaian kinerja 

tahun 2019 adalah 100%, sedangkan tahun 2020 terdapat 50 kejadian 

dan yang di tangani 50 Kejadian jadi Rasio Capaian kinerja tahun 2020 

100%. 

 

- Realisasi Indikator Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi 

pasca bencana tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 penanganan 

pada pasca bencana dengan sasaran 14 desa dari kabupaten musi 

banyuasin dan yang di tangani setiap tahun sesuai dengan jumlah desa 

sasaran yaitu 14 desa jadi Rasio Capaian kinerja tahun 2017, 2018, 

2019 dan tahun 2020 adalah 100%.  

  Adapun Indikator IKU dan Sasarana RPJMD ada beberapa indicator yang 

sama yaitu indicator Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan, 

dan indicator Persentase kejadian bencana yang di tangani. Jadi untuk Realisasi 

Rasio Capaian kinerja Sasaran RPJMD sama dengan Realisasi Capaian Kinerja 

Rasio IKU. Kecuali Sasaran RPJMD pada desa tangguh bencana pada tahun 

2017, 2018, 2019 dan 2020 belum teralisasi. Namun Ada 3 desa tangguh yang 

terbentuk sebelum tahun 2017. 

  Untuk Indikator Kerja Kunci (IKK) BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dari 

tahun anggaran 2017 belum menggambarkan realisasi pelaksanaan kegiatan. 

  Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) ada 3 Indikator Pelayanan yaitu 

Pelayanan Informasi Rawan Bencan, Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan 

dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana baru terlaksana 

tahun 2020 jadi Rasio Capaian kegiatan tahun 2020 belum dapat di tampilakan. 

Pelaksanaan kegiatan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Musi banyuasin  dalam penanganan kejadian bencana dapat 

di lihat pada Grafik di bawah ini : 
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GRAFIK PENANGANAN KEJADIAN BENCANA 

 

Grafik 2.1 
PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN KEBUN 

                  

 

 

Grafik 2.2 
PENANGANAN KEJADIAN BANJIR 
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Grafik 2.3 

PENANGANAN KEJADIAN TANAH LONGSOR 

                      

 

Grafik 2.4 

PENANGANAN KEJADIAN ORANG TENGGELAM 
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Grafik 2.5. 
PENANGANAN KEJADIAN ANGIN PUTTING BELIUNG 

 

 

 

Grafik 2.6 

PENANGANAN KEJADIAN POHON TUMBANG 
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PETA 2.1 

LOKASI RAWAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN. 
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  Dari Tabel 2.12 diketahui pada tahun 2020 dan tahun 2021 ada beberapa 

Pelayanan yang tidak mempunyai pagu anggaran. 

  Pada kolom Realisasi antara realisasi  dan anggaran dapat di lihat Rasio 

tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 untuk tahun 2021 belum ada realisasi 

dan dari rasio antara realisasi dan anggaran dapat di lihat peningkatan  atau 

penurunan pagu anggaran setiap tahun. Di mana persentase rasio antara 

realisasi dan  anggaran BPBD tahun 2017 yaitu 86,82 %, tahun 2018 yaitu 

85,38% dan tahun 2019 yaitu 84,11% dari pagu anggaran. Dari realisasi 

keuangan BPBD empat tahun berturut - turut tidak tercapai 100% namun untuk 

realisasi fisik tercapai sesuai target yang di tentukan. Adapun faktor yang 

mempengaruhi tidak tercapainya realisasai keuangan dikarnakan kurangnya 

waktu pelaksanaan karena kegiatan tersebut merupakan dana Hibah BNPB RI 

yang muncul pada Saat Perubahan Anggaran dan masih intensya musim hujan 

sehingga jumlah kejadian kebakaran di 2020 hanya ada 8 kejadian.  

  Dari persentase rasio antara realisasi dan anggaran tersebut maka dapat 

lihat bahwa pagu anggaran BPBD setiap tahunnya menurun karena efisiensi 

dana dan capaian realisasi keuangan yang berada pada angka 86% - 95%. 

Sehingga pagu anggaran dianggap lebih dan diturunkan angka pagunya. 

Sedangkan target kinerja fisik tetap tecapai 100%.  
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Tabel 2.13 menjelaskan anggaran, realisasi dan rasio antara realisasi dan 

anggaran masing - masing setiap Program / kegiatan tahun 2017, 2018, 2019 

dan tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 belum di tampilkan realisasi anggaran 

karna pada tahun tersebut kegiatan sedang berjalan. Adapun Rasio antara 

Realisasi dan anggaran capaian yang terendah terdapat pada tahun 2020 yaitu 

pada :  

1. Program tanggap darurat penanggulangan bencana kegiatan 

koordinasi, monitoring, evaluasi yaitu 42,78% di sebabkan kurangnya 

waktu pelaksanaan karena kegiatan tersebut merupakan dana Hibah 

BNPB RI yang muncul pada saat Perubahan Anggaran. 

2. Program pencegahan dini dan pengendalian hutan dan lahan yaitu 

87,96% dikarenakan masih intensnya musim hujan dan jumlah 

kebakaran di 2020 hanya ada 8 kejadian sehingga adanya sisa dana 

kegiatan. 
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2.4 .   TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SPD 

1. Telaah Renstar K/L, Renstra Provinsi dan Hasil RTRW dan KLHS. 

Sebagaimana telah menjadi kebijakan secara nasional sebagaimana yang 

telah dicantumkan dalam Rencana Strategis BNPB, seperti halnya 

pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara 

komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah 

utama, yaitu:  

1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan 

bencana;  

2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman 

terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 

Begitu pula dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, secara hierarki tak 

dapat lepas dari perencanaan yang dilakukan secara komprehensif oleh 

pemerintah pusat mengingat pola penanggulangan bencana biasanya dilakukan 

secara terstruktur dengan rantai komando yang tegas dan pasti mengingat 

banyaknya pihak-pihak yang terkait di lapangan. 

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta 

perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai 

pihak (stakeholder) terutama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam berbagai upaya penanggulangan 

bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta 

penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang 

efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Adapun hasil telaahan RTRW adalah adanya kawasan - kawasan yang 

rawan bencana, yaitu : 

1. Kebakaran : yang sering terjadi kebakaran di Kecamatan Bayung 

Lencir dan Batanghari Leko. 

2. Banjir : sering terjadi banjir kawasan disepanjang Sungai Musi dan 

Batanghari Leko 

3. Tanah longsor : terjadi di sempadan Sungai Musi. (di Kecamatan Lais, 

Sanga Desa serta Kota Sekayu). 
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Dan hasil analisis KLHS yaitu adanya terdapat area jasa ekosistem pengaturan 

tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada di pinggiran Sungai Musi yang 

berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor dan dimana pada area tsb 

terdapat pemukiman dan perkebunan. 

2. Tantangan ; 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam 

pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang 

adalah sebagai berikut:  

1. SDM yang ahli dalam bidang kebencanaan. 

2. Komitmen masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan dalam 

mencegah kebakaran hutan dan lahan. 

3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan dan 

penanganan kebencanaan. 

4. Luas dan sulitnya lokasi kejadian bencana yang di tanggulangi. 

5. Komitmen semua komponen dalam hal penanggulangan bencana. 

6. Ketangguhan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana. 

7. Pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana 

 

3. Peluang ; 

Sedangkan peluang bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bimtek/diklat Satgas dalam peningkatan keahlian bidang kebencanaan. 

2. Permintaan sosialisasi kebencanaan yang tinggi 

3. Terbukanya akses dinas terkait dan pelaku usaha 

4. Terbentuknya desa sebagai desa tangguh bencana. 

5. Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan 

6. Penganggaran sarana dan prasarana penanggulangan kebencanaan. 

 

Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi ditujukan untuk 

menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran 

pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan 

Renstra OPD Provinsidalam kurun waktu 5 tahun mendatang, sesuai dengan 
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urusan yang menjadi  kewenangan masing-masing OPD.  Analisis ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi   : 

a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah 

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi. 

b.  Apakah tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten 

melebihi/sama/kurang dari sasaran renstra OPD provinsi. 

 

Tabel.2.14. 
Prioritas Renstra BNPB, Renstra BPBD Provinsi SUM_SEL dan Renstra 

BPBD Kabupaten Musi Banyuasin.  
 

 

Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB 

Sasaran Jangka Menengah 

Renstra BPBD Propinsi 

SUM-SEL 

 

Sasaran Renstra BPBD Kab 

MUBA 

1. Meningkatnya kapasitas ketangguhan 

daerah dalam menghadapi bencana 

melalui upaya pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana. 

2. Meningkatnya kecepatan respon dan 

kapasitas sumber daya dalam 

penanganan darurat bencana 

3. Meningkatnya pelayanan terhadap 

korban bencana 

4. Meningkatnya sosialisasi dan desiminasi 

penanganan darurat bencana kepada 

pemangku kepentingan. 

5. Meningkanya kualitas kehidupan 

masyarakat terdampak bencana melalui 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca Bencana. 

6. Meningkatnya dukungan logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana 

yang memadai untuk kesiapsiagaan. 

7. Meningkatnya kapasitas tata kelola 

logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana. 

8. Meningkatnya administrasi dan kualitas 

perencanaan, pelaksanaan anggaran, 

penatakelolaan Barang Milik Negara 

(BMN) dan menigkatnya kualitas dan 

kinerja sumberdaya manusia 

9. Terwujudnya akuntabilitas dan good 

development. 

Maju Kualitas Lingkungan 

Hidup (Meningkatnya kualitas 

lingkungan Hidup) 

1. Meningkatnya kualitas 

pencegahan resiko 

bencana. 

2. Meningkatnya kualitas 

penanganan bencana. 
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 BAB III 
 

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
 
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN PD. 

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kebencanaan Berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 07 Tahun 2011, Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin adalah: 

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap upaya penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap 

darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; 

2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang undangan; 

3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada 

masyarakat;  

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur 

setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat 

bencana;  

5. Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan /bantuan nasional 

dan internasional;  

6. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara;  

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang 

undangan; dan  

8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten/Kota 

 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi beberapa 

permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. 

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

No Masalah Masalah Pokok Akar Masalah 

1 Kabupaten Musi 

Banyuasin rawan 

terhadap kebakaran 

hutan dan lahan 

serta Banjir dan 

tanah longsor. 

1. Belum optimalnya 

fungsi koordinasi dan 

sinkronisasi antara 

pemerintah daerah, 

masyarakat dan 

stakeholder dalam 

peningkatan 

kesiapsiagaan, 

pencegahan dan 

penanggulangan 

bencana. 

 

2. Belum tersedianya 

sarana dan 

Prasarana yang 

memadai dalam 

upaya pencegahan 

dan kesiapsiagaan 

serta 

penanggulangan 

bencana. 

 

3. Masih rendahnya 

pemahaman 

masyarakat tentang 

pencegahan dan 

resiko bencana 

1. Sosialisasi mitigasi dan 

penanggulangan bencana 

belum tersebar merata di 

daerah rawan bencana. 

2. Masih kurangnya SDM dan 

/atau satgas yang 

berkompetensi di bidang 

kebencanan. 

3. Belum terintegrasinya 

sistem informasi 

kebencanaan. 

4. Masih lemahnya 

perencanaan program dan 

anggaran. 

 
1. Kuantitas dan kualitas 

SDM yang belum memadai 

sesuai kebutuhan 

2. Belum optimalnya 

Pemantauan dan 

penyebarluasan informasi 

potensi bencana alam. 

3. Masih kurangnya SDM dan 

/atau satgas yang 

berkompetensi di bidang 

kebencanan. 

 
1. Belum terfasilitasinya 

forum pengurangan risiko 

bencana (FPRB) 

2. Belum terbentuknya 

sekolah siaga 

3. Masih kurang 

pembentukan desa 

tangguh bencana. 
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3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH TERPILIH 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang 

terpilih pada pilkada tanggal 15 Februari 2017 dan telah dilantik oleh Gubernur 

Provinsi Sumatera Selatan atas nama menteri dalam negeri tertanggal 22 Mei 

2017, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah di 

Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyusun Renstra selama periode 

5 tahun ke depan. sedangkan rancangan Renstra yang disusun memperhatikan 

visi dan misi Kepala dan wakil kepala daerah terpilih.  

 

Visi Kepala daerah terpilih periode 2017 - 2022 yang di tuangkan dalam RPJMD 

adalah “MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022”  

Dengan Misi  yang ingin dicapai yaitu ; 
 
1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan 

kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Memacu pembangunan infrastruktur secara masif. 

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan. 

4. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta 

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya sumber daya 

manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif. 

5. Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi serta 

anti narkoba. 

6. Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggungjawab 

dengan memperhatikan aspek kelestraian lingkungan (green growth 

development). 

7. Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang 

disabilitas. 

 



Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2012-2022 / 53 

 

Untuk merealisasikan misi tersebut terdapat strategi yang disebut Panca strategi 

yaitu : 

1. Pemerataan pembangunan ke tingkat desa. 

2. Penguatan ekonomi kerakyaran melalui pemberdayaan masyarakaT 

3. Peningkatan pendapatan masyarakat 

4. Pemerataan jaminan sosial masyarakat 

5. Reformasi birokrasi berbasis kinerja. 

Berdasarkan atas ke 7 (tujuh) misi Kepala Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin  

masuk pada misi ke 6 yaitu  “Mengelola sumber daya alam secara optimal 

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestraian 

lingkungan (green growth development)”. Dengan Tujuan dan Sasaran misi 6 

yaitu : “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” 

Dalam artian bahwa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus 

memperhatikan atas kelestarian lingkungan sehingga tidak terjadi bencana 

berupa kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor yang dapat 

mengakibatkan dampak yang sangat besar merugikan bagi masyarakat, 

pemerintah daerah dan pusat serta tidak ketinggalan bagi pihak pengusaha. 

Pada Misi ini diharapkan : 

1. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam 

pemanfatan SDA dengan pengelolaan yang optimal secara baik, benar dan 

bertanggung jawab.  

2. Kerusakan lingkungan dapat dikendalikan dan diantisipasi dengan 

pengawasan yang ketat terhadap sumber – sumber terjadinya bencana 

dengan penguatan kapabilitas aparatur pemerintah,masyarakat dan pihak 

unit usaha sehingga menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini 

dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan. 

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan 

selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang 

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut. 
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Tab 3.2.  

 Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Kabupaten Musi Banyuasin   

terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. 

 

 
No 

 
MIS IV 

 
Faktor Pendorong 

 
Faktor Penghambat 

1. Mengelola sumber 

daya alam secara 

optimal dan 

bertanggungjawab 

dengan 

memperhatikan 

aspek kelestarian 

lingkungan (green 

growth 

development) 

- Meningkatnya 

fungsi koordinasi 

antara 

pemerintah, stake 

holder dan 

masyarakat. 

- Jumlah personil 

satgas, sarana 

dan prasarana 

yang memadai 

- Lemahnya kesadaran masyarakat dalam 

kesiap-siagaan bencana 

- Belum terbentuknya desa tangguh 

bencana  

- Masih kurang dan belum meratanya 

pelaksanaan diklat kebencanaan, 

sehingga belum optimalnya personil 

yang terlatih dan berkualitas. 

- Kurangnya dukungan logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana 

yang memadai untuk kesiapsiagaan  

-  Masih kurangnya dukungan dana dalam  

pelaksanaan pelayanan kebencanaan. 

- Masih kurangnya Sarana dan Prasarana 

dalam pelayanan kebencanaan. 

 

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI. 

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Nasional Penanggulangan 

Bencanaan adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi 

bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 

2) Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam 

penanganan darurat bencana 

3) Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana 

4) Meningkatnya sosialisasi dan desiminasi penanganan darurat bencana 

kepada pemangku kepentingan 

5) Meningkanya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 

6) Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana 

yang memadai untuk kesiapsiagaan 
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7) Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana 

8) Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan 

anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan menigkatnya 

kualitas dan kinerja sumberdaya manusia. 

9) Terwujudnya akuntabilitas dan good development. 

 

          Tabel 3.3. 
Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin  

Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB 
 

No Sasaran Jangka Menengah 

Renstra BNPB 

Faktor Pendorong Faktor Penghambat 

1 Meningkatnya kapasitas 

ketangguhan daerah dalam 

menghadapi bencana melalui 

upaya pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana 

Adanya  fungsi koordinasi dan 

sinkronisasi antara pemerintah 

daerah, masyarakat dan 

stakeholder dalam upaya 

penanggulangan bencana. 

Masih lemahnya pemahaman 

masyarakat dalam 

pengurangan risiko bencana 

2 Meningkatnya kecepatan 

respon dan kapasitas sumber 

daya dalam penanganan 

darurat bencana 

Adanya sarana, prasarana 

dalam penanganan 

kebencanaan  

Belum optimalnya personil 

penanggulangan bencana 

yang terlatih dan kompeten 

3 Meningkatnya pelayanan 

terhadap korban bencana 

Adanya jumlah personil satgas 

dan pos kebencanaan di daerah 

rawan bencana 

Masih kurangnya 

kemampuan masyarakat 

dalam hal penanganan 

kebencanaan. 

4 Meningkatnya sosialisasi dan 

desiminasi penanganan 

darurat bencana kepada 

pemangku kepentingan 

Adanya sosialisasi-sosialisasi 

dari pusat, provinsi ke 

kabupaten. 

Masih rendahnya 

pemahaman pemangku 

kepentingan terhadap 

penanganan darurat bencana 

5 Meningkanya kualitas 

kehidupan masyarakat 

terdampak bencana melalui 

kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca Bencana. 

Adanya dokumen perencanaan / 

kajian rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana 

Kurangnya dukungan dana 

dalam pelaksanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi 

bidang fisik dan sosial 

ekonomi pasca bencana 

6 Meningkatnya dukungan 

logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana 

Dukungan pemerintah pusat dan 

daerah dalam pemenuhan 

logistik dan peralatan 

Kurangnya dukungan logistik 

dan peralatan 

penanggulagan bencana 
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yang memadai untuk 

kesiapsiagaan 

penanggulangan bencana yang memadai 

7 Meningkatnya kapasitas tata 

kelola logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana 

Dukungan pemerintah pusat dan 

daerah dalam pemenuhan 

logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana 

Kinerja daerah yang 

melaksanakan tata kelola 

logistik dan peralatan masih 

sangat lemah (SOP) 

8 Meningkatnya administrasi 

dan kualitas perencanaan, 

pelaksanaan anggaran, 

penatakelolaan Barang Milik 

Negara (BMN) dan 

menigkatnya kualitas dan 

kinerja sumberdaya manusia 

Adanya Peraturan Daerah 

tentang penanggulangan 

Bencana 

Masih lemahnya 

perencanaan program dan 

anggaran serta Kuantitas dan 

kualitas SDM yang belum 

memadai sesuai kebutuhan 

9 Terwujudnya akuntabilitas dan 

good development 

Adanya pemeriksaan dan 

pelaksanaan pengawasan 

dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan 

penanggulangan bencana 

Tingkat penerapan 

pengendalian internal dan 

akuntabilitas laporan 

keuangan masih lemah 

 

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi SUMSEL 

Analisis Renstra OPD Kabupaten ditujukan untuk menilai keserasian, 

keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD 

Kabupaten terhadap sasaran Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang 

menjadi  kewenangan masing - masing OPD. Analisis ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi   : 

a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah 

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi. 

b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten 

melebihi/sama/kurang dari sasaran renstra OPD provinsi. 

Jika tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten melebihi sasaran 

renstra OPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD sudah baik 

secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini 

mengindikasikan bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam 

penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan 

dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, 
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proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang 

ditempuh.  

Pada Tabel  di bawah ini disajikan komparasi capaian sasaran renstra SKPD 

Kabupaten terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L. 

 

Tabel 3.4. 
Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin Ditinjau dari Sasaran 

Jangka Menengah Renstra BPBD Propinsi Sumatera Selatan 
 

 
No 

Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 

BPBD Propinsi 
SUM-SEL 

 
Faktor Pendorong. 

 
Faktor Penghambat. 

1. Maju Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

Hidup) 

Adanya keserasian 

dan sinergisitas 

dengan tujuan misi 6 

kepala daerah 

kabupaten musi 

banyuasin 

“Meningkatkan 

Kualitas Lingkungan 

Hidup” 

- Masih lemahnya pemahaman 

masyarakat dalam pengurangan 

risiko bencana. 

- Masih lemahnya perencanaan 

program dan anggaran  

- Kuantitas dan kualitas SDM yang 

belum memadai sesuai kebutuhan 

- Masih lemahnya perencanaan 

program dan anggaran  

- Masih kurangnya dukungan dana 

dalam pelaksanaan rehabilitasi 

dan rekonstruksi bidang fisik dan 

sosial ekonomi pasca bencana. 

 

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS 

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu pada Pasal 47 

disebutkan bahwa : 

1. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang 

berada pada kawasan rawan bencana. 

2. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui : 

a. Pelaksanaan penataan ruang; 

b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata 

bangunan; dan 

c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluihan dan pelatihan baik secara 

konvensional maupun modern 
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Menimbang bahwa secara geografis Kabupaten Musi Banyuasin berada 

pada kawasan rawan bencana maka diperlukan penataan ruang yang berbasis 

mitigasi bencana sehingga upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan 

kehidupan dan penghidupan. 

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022. 

Yang menjelaskan tentang unsur pengaturan pada infrastruktur alam dalam 

upaya pencegahan dan perlindungan dari bencana khususnya bencana alam 

seperti kebakaran hutan/lahan, erosi, abrasi, longsor dan banjir yang erat 

hubungannya dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan yang perlu 

diperhatikan sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

Oleh sebab itu penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP 

dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi 

menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup wajib didasarkan pada 

KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup tersebut. 

 

3.4.1. Telahan RTRW 

Telaahan terhadap RTRW diperlukan untuk memastikan bahwa program dan 

kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip - prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

Peristiwa bencana di Kabupaten Musi Banyuasin bisa saja terjadi akibat dari 

dinamisasi karakteristik alam maupun pengaruh kelalaian manusia. Oleh karena 

itu pengelolaan serta perencanaan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin perlu 

memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya.  
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Tabel 3.5. 
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan 

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari Implikasi RTRW 
 

Telaahan RTRW Faktor Pendorong Faktor Penghambat 

Kawasan Rawan 

Bencana : 

- Kebakaran : 

yang sering 

terjadi 

kebakaran di 

Kecamatan 

Bayung Lencir 

dan Batanghari 

Leko. 

 

 

 

- Adanya posko karhutla 

di daerah rawan 

bancana. 

- Adanya perda ttg sanksi 

pembakaran hutan dan 

lahan. 

- Dukungan pemerintah 

pusat dan daerah dalan 

penanganan karhutla.   

 

 

 

- Masih kurangnya kesadaran 

akan pentingnya 

rambu/petunjuk evakuasi. 

- Kurangnya sarana dan 

prasaran dalam penanganan 

karthutla. 

- Kurangnya kesadaran 

masyarakat terkait  resiko 

pembakaran hutan dan lahan. 

- Kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap rambu 

peringatan daerah rawan 

bencana. 

 
- Banjir : sering 

terjadi banjir 

kawasan 

disepanjang 

Sungai Musi 

dan Batanghari 

Leko. 

 
 

- Tanah longsor : 

terjadi di 

sempadan 

Sungai Musi. (di 

Kecamatan 

Lais, Sanga 

Desa serta Kota 

Sekayu) 

 

 
- Adanya Standar 

Pelayanan 

Penanggulangan 

Bencana. 

 
 
 
 

 

- Adanya Dokumen 

Rencana 

Penanggulangan 

Becana. 

- Sudah adanya rambu-

rambu peringatan 

bahaya banjir dan tanah 

longsor. 

 
- Kurangnya sarana prasarana 

mitigasi bencana. 

- Kurangnya Sarana dan 

Prasarana dalam 

penanggulangan Bencana. 

- Kurangnya kesadaran 

masyarakat terkait wilayah 

rawan bencana. 

 

- Kurangnya pemahaman dan 

kemampuan masyarakat 

dalam pengurangan resiko 

bencana. 

- Masih kurangnya kesadaran 

akan pentingnya 

rambu/petunjuk evakuasi. 

 
 
3.4.2. Telaahan KLHS 

Pada Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 

Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan 

kebencanaan yang perlu di perhatikan pada : 
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Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir  

 

Pada jasa Ekosistem, didalamnya  mengandung unsur pengaturan pada 

infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe 

bencana khususnya bencana alam. 

Berdasarkan presentase jasa ekosistem pengatur Tata Aliran Air dan 

Banjir secara menyeluruh menunjukan Kabupaten Musi Banyuasin didominasi 

oleh kelas sedang, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyia jasa pengaturan tata 

aliran air dan bajir yang baik. Namun terdapat area jasa ekosistem pengaturan 

tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada di pinggiran Sungai Musi. Hal 

ini perlu ditindak lanjuti karena pada area tersebut terdapat pemukiman dan 

perkebunan. Apabila tidak mempunyai tata aliran yang baik ataupun berpotensi 

banjir berdampak pada kerugian materi. 

 

 

Tabel 3.6. 
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ditinjau dari Implikasi KLHS 
 

Telaahan KLHS Faktor Pendorong Faktor Penghambat 

Terdapat area jasa 

ekosistem 

pengaturan tata 

aliran air dan banjir 

yang rendah yang 

berada di pinggiran 

Sungai Musi yang 

berpotensi terjadinya 

banjir dan tanah 

longsor dan dimana 

pada area tsb 

terdapat pemukiman 

dan perkebunan  

- Adanya Standar 

Pelayanan 

Penanggulangan 

Bencana. 

 

 

- Adanya Dokumen 

Rencana 

Penanggulangan 

Becana. 

 

 

- Sudah adanya rambu-

rambu peringatan 

bahaya banjir dan 

tanah longsor serta 

kebakaran hutan dan 

lahan. 

- Kurangnya sarana prasarana 

mitigasi bencana. 

- Kurangnya Sarana dan 

Prasarana dalam 

penanggulangan Bencana. 

 

- Kurangnya pemahaman dan 

kemampuan masyarakat 

dalam pengurangan resiko 

bencana. 

 

 

- Masih kurangnya kesadaran 

akan pentingnya 

rambu/petunjuk evakuasi. 

- Kurangnya kesadaran 

masyarakat terkait wilayah 

rawan bencana 
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3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS 

 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Dalam menjalankan tugas pokonya, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah melaksanakan : 

 Perumusuan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana 

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta 

efektif dan efisien ; dan 

 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. 

 

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

menjalankan fungsi : 

1. Koordinasi Penanggulangan Bencana ; 

2. Komando Penanggulangan Bencana ; dan 

3. Pelaksana Penanggulangan Bencana . 

 

 Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L 

Sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

yang ingn dicapai sesuai RPJMD yaitu Meningkatnya kesiapsiagaan bencana 

dengan ; 1) Meningkatnya kualitas Pencegahan Resiko Bencana dan ; 2) 

Meningkatnya kualitas penanganan bencana. 

Hal ini jika ditinjau selaras dan sinergi dengan Sasaran Rencana 

Pembangunan Janga Menengah Nasional 2020-2024 pada Lampiran II. Matrik 

Pembangunan RPJMN 2020-2024 (  Renstra BNPB 2020-2024 belum 

dipublikasikan) yaitu : 

 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui 

Kabupaten/Kota Siaga Bencana 

 Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi masyarakat di lokasi rawan 

bencana alam. 

 

 Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Provinsi Sumatera Selatan 

Keselarasan dengan sasaran jangka menengah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019 -
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2023 ( Renstra BPBD 2019-2023 belum dipublikasikan) yaitu : Meningkatnya 

Kualitas Lingkungan Hidup ( Maju Kualitas Lingkungan Hidup) dengan 

indikator sasaran Indeks Resiko Bencana Indonesia (indeks 104,36 pada 

tahun 2023). 

 

 Implikasi RTRW Bagi Pelayanan BPBD 

Implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai peruntukan kawasan resiko 

bencana yaitu : 

 Dengan penetapan kawasan resiko bencana karhutlah, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

menyiapkan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana, membangun 

posko pemantauan karhutlah di daerah rawan bencana kebakaran hutan 

dan lahan untuk melaksanakan pemantauan di kawasan, mendukung 

pelaksanaan perda tentang sanksi pembakaran hutan dan lahan serta 

melakukan koordinasi antara pusat dan provinsi serta stake holder terkait. 

 Dengan penetapan kawasan resiko bencana banjir, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

menyiapkan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana, 

melaksanakan pemantauan, sosialisasi pencegahan bencana banjir dan 

melakukan koordinasi antara pusat dan provinsi serta stake holder terkait. 

 Dengan penetapan kawasan resiko bencana tanah longsor, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

menyiapkan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana jika terjadi 

tanah longsor, sosialisasi pencegahan bencana, pemasangan rambu 

peringatan, melakukan koordinasi antara pusat dan provinsi serta stake 

holder  terkait. 

 

 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan BPBD 

Ditinjau dari KHLS bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat area 

jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada 

di pingggiran Sungai Musi yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor 

karena di area tersebut terdapat pemukiman dan perkebunan. Implikasi KLHS 

bagi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin adalah penetapan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana, 
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penetapan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang mengatur 

Standar Pelayanan Manimal jika terjadi bencana, pemasangan rambu-rambu 

peringatan bahaya banjir dan tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan. 

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang berdasarkan faktor-faktor 

pendorong dan penghambat pelayanan kebencanaan baik dari BNPB dan 

BPBD Provinsi maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin sebagaiman telah dikaji pada sub bagian sebelumnya, maka 

diperoleh isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin yang akan ditangani pada periode Tahun 2017-

2022 adalah sebagai berikut : 

a. Implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana 

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang terlatih dan kompeten di 

bidang kebencanaan. 

c. Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan 

Beberapa aspek permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama yang merupakan faktor dari 

dalam/faktor internal, yaitu : 

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya 

penanggulangan bencana belum memadai. 

2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Musi Banyuasin 

menyediakan anggaran dalam mendukung program penanggulangan 

bencana. 

3. Komitmen kerja reorientasi perubahan paradigma penanggulangan 

bencana pada setiap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin yang masih belum maksimal. 

4. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin 

dalam mendukung keseluruhan program di bidang penanggulangan 

bencana. 

5. Rendahnya komitmen dan kesadaran masyarakat tentang resiko 

bencana. 
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Dari beberapa permasalahan dan beberapa faktor penghambat yang 

berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Musi Banyuasin maka ada 

beberapa hal yang harus di tindak lanjuti, yaitu : 

1. Memberikan informasi daerah-daerah rawan bencana kepada 

masyarakat dan memberi peringatan kepada masyarakat agar 

menghindari daerah rawan bencana sehingga tidak menjadi korban 

bencana. 

2. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

ditengah-tengah masyarakat agar masyarakat agar masyarakat dapat 

terhindar dari kejadian bencana ; 

3. Melakukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan berbasiskan 

pengurangan resiko bencana ; 

4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana 

melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) ; 

5. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana 

melalui pendidikan formal dan non-formal ( pelatihan dan kursus) 

membuka hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan 

luar negeri ; 

6. Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan secara aktual dan 

terintegrasi ; 

7. Peningkatan sarana dan prasarana data dan informasi untuk 

penghimpunan dan diseminasi data dan informasi kebencanaan ; 

Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan adanya komitmen masyarakat dan stakeholders melalui 

peningkatan pengetahuan, kesadaran serta perilaku dan budaya 

sadar bencana. 

2. Mewujudkan system penyelanggaraan penanggulangan bencana 

yang hadal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, 

dan pasca bencana. 

3. Mewujudkan terselenggaranya tatacara penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. 

4. Mewujudkan Kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia di bidang 

kebencanaan. 

5. Mewujudkan ketersediaan peraturan penanggulangan bencana yang 

bermutu. 
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin.
Berdasarkan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil

kepala daerah Terpilih yang telah dijelaskan pada BAB III, Visi Kepala daerah

terpilih periode 2017 - 2022 adalah “MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022”.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

mendukung misi 6 yaitu “Mengelola sumber daya alam secara optimal dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestraian lingkungan
(green growth development)”.

Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin pada misi 6

yang ingin dicapai sesuai RPJMD Perubahan 2017-2022 yaitu : “Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup”.

Sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

yang ingin dicapai sesuai RPJMD Perubahan 2017-2022 yaitu mwningkatnya

kesiapsiagaan bencana dengan :

1) Meningkatkan kualitas Pencegahan resiko bencana dan;

2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana.

Untuk program kegiatan rutin dikelompokkan ke dalam Misi 1 yang sama

untuk setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten

Musi Banyuasin, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin telah menyusun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dalam

jangka 5 tahun mendatang, yang dapat di jabarkan sebagaimana tertuang dalam

tabel 4.1.
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Tabel 4.1. (Tabel T-C. 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran

Target Indikator Kinerja

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih
Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
1. Mewujudkan

Musi Banyuasin
yang Bersih dan
Melayani

Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik

Indeks
Kepuasan
Masyarakat (%)

80 82 84 86 90 90

Misi 6 : Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggung jawab dengan Memperhatikan Aspek
Kelestarian Lingkungan (green growth development)
1. Meningkatkan

Kualitas
Lingkungan
Hidup

Meningkatnya
Kesiapsiagaan
bencana dengan :

1. Meningkatnya
kualitas
pencegahan
resiko
bencana

1. Jumlah Desa
Tangguh
Bencana
(desa)

3 6 9 12 15 18

2. Meningkatnya
kualitas
penanganan
bencana

1. Persentase
penanganan
titik
kebakaran
(Hotspot)
hutan dan
lahan (%)

100 100 100 100 100 100

2. Pesentase
kejadian
bencana
yang di
tanggulangi
(%)

100 100 100 100 100 100
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis (renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu

tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang

menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk

mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Strategi merupakan suatu proses tahapan atau langkah-langkah yang

berisikan rancangan induk perencanaan pembangunan dalam upaya untuk

mencapai tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan

pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat

daerah adalah sebagai berikut :

Tab 5.1. (Tabel T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

VISI : “MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022”

MISI : MEWUJUDKAN MUSI BANYUASIN YANG BERSIH DAN MELAYANI

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan

Musi Banyuasin

yang Bersih dan

Melayani

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Meningkatkan kualitas

pelayanan

administrasi dan

birokrasi kebencanaan

1. Terselenggaranya penanganan bencana

yang terencana, terarah, terkoordinasi,

terpadu dan menyeluruh dengan

pemenuhan administrasi dan biaya

oprasional perkantoran serta

menerapkan disiplin pegawai.

2. Peningkatan sumber daya manusia

melalui diklat (work shop, pelatihan) dan

sarana prasarana aparatur (pakaian

dinas, pakaian lapangan, pakaian

pelindung untuk bencana tertentu)
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MISI 6 : MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM SECARA OPTIMAL DAN BERTANGGUNG
JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK KELESTARIAN LINGKUNGAN (GREEN
GROWTH DEVELOPMENT)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan

Kualitas

Lingkungan

Hidup

Meningkatnya

kesiapsiagaan

bencana dengan:

1. Meningkatnya

kualitas

pencegahan

resiko

bencana

Meningkatkan kualitas

pencegahan dan

peranan

pemberdayaan

masyarakat dalam

pencegahan dan

kesiapsiagaan

1. Meningkatkan kinerja aparatur dan

satgas yang profesional melalui pelatihan

maupun bimbingan tehnis

2. Menjalin komitmen dengan masyarakat

dan stake holder dalam meningkatkan

pencegahan dan kesiapsiagaan daerah

dalam menghadapi bencana melalui

koordinasi dan kerjasama

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat

dalam pencegahan resiko bencana di

daerah rawan bencana melalui pelatihan

dan pembinaan tentang kebencanaan

4. Memberikan informasi kepada

masyarakat di daerah rawan bencana

melalui rambu dan media sosial

5. Meningkatkan pemantauan dan

kesiagaan di lokasi rawan bencana pada

saat musim rawan bencana dengan

melakukan patroli, ground cek dan

sosialisasi

2. Meningkatnya

kualitas

penanganan

bencana

Meningkatkan kualitas

penanganan saat dan

pasca bencana.

1. Meningkatkan kinerja aparatur dan

satgas yang profesional melalui pelatihan

maupun bimbingan tehnis

2. Tersusunnya standar pelayanan / SOP

kebencanaan dan melaksanakan

penanganan bencana sesuai SOP

tersebut.

3. Melaksanakan fungsi koordinasi,

komando dan pelaksana dalam

penanggulangan bencana baik di tingkat

Kabupaten Musi Banyuasin;

4. Memulihkan dan meningkatkan kondisi

infrastruktur dan psikologis korban pasca

bencana melalui perbaikan infrastruktur

dan bantuan logistik.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana dan Program Kegiatan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangkah

Menengah Pelayanan PD. Untuk mewujudkan dari Visi dan Misi dari Kepala

Daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 - 2022.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan, maka perlu dilakukan penjabaran strategi pembangunan ke dalam

program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata,

sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka melibatkan

partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan.

Dalam memberikan pelayanan kebencanaan terkait pencapaian pada Misi
6. (Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal Dan Bertanggung Jawab
Dengan Memperhatikan Aspek Kelestraian Lingkungan (Green Growth
Development). Perlu penyusunan program yang mengacuh pada Kepmendagri

No 050-3708 tahun 2020, Program penanggulangan bencana terdiri dari 4

kegiatan dan 9 indikator kerja.

Adapun kelompok sasaran pelayanan kebencanaan adalah seluruh Masyarakat

Kabupaten Musi Banyuasin terutama masyarakat yang berada di wilayah Rawan

Becana.

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada

tabel berikut :
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dinas B

P
B

D
 

(8 unit m
obil 

operasional 
(double

 
garden), 1 
unit m

obil 
pejabat 

eselon
 II, 1 

unit m
obil 

operasional 
roda

 4, 7 
unit sepeda

 
m

otor)

17 unit 
kendaraan

 
dinas B

P
B

D
 (8 

unit m
obil 

operasional 
(double

 
garden), 1 unit 
m

obil pejabat 
eselon

 II, 1 unit 
m

obil 
operasional 

roda 4, 7 unit 
sepeda

 m
otor)

                 250,000,000
 

38 unit 
kendaraan

 
dinas B

P
B

D
 

(1 unit m
obil 

pejabat 
eselon

 II, 12 
unit m

obil 
operasional 

(double
 

garden), 1 
unit m

obil 
operasional 

roda
 4, 3 unit 

m
obil 

operasional 
roda

 6 dan 21 
unit sepeda

 
m

otor)

               476,880,000
 

39 unit 
kendaraan

 
dinas B

P
B

D
 

(1 unit m
obil 

pejabat 
eselon

 II, 13 
unit m

obil 
operasional 

(double
 

garden), 1 unit 
m

obil 
operasional 

roda 4, 3 unit 
m

obil 
operasional 

roda 6 dan 21 
unit sepeda

 
m

otor)

              506,880,000
 

51 U
nit 

kendaraan
 

dinas B
P

B
D

 (1 
unit m

obil 
pejabat eselon

 
II, 13 unit 

m
obil 

operasional 
(double

 
garden), 1 unit 

m
obil 

operasional 
roda 4, 5 unit 

m
obil 

operasional 
roda 6 dan 31 
unit sepeda

 
m

otor)

             596,880,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
02

26
- P

em
eliharaan

 
rutin/ berkala

 
perlengkapan

 
gedung

 kantor

Terlaksananya
 

pem
eliharaan

 
perlengkapan

 
gedung

 kantor

12 B
ulan

12 B
ulan

                   35,000,000
 

-
                                 - 

12 B
ulan

                35,000,000
 

12 B
ulan

               35,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
02

28
- P

em
eliharaan

 
rutin/ berkala

 
peralatan

 gedung
 

kantor

Terlaksananya
 

pem
eliharaan

 
peralatan

 gedung
 

kantor

12 B
ulan

12 B
ulan

                   35,000,000
 

12 B
ulan

                 35,000,000
 

12 B
ulan

                35,000,000
 

12 B
ulan

               35,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
02

- R
ehab

 S
edang

 
atau B

erat 
K

endaraan
 

O
perasional

Terlaksananya
 

R
ehab

 3 K
endaraan

 
O

perasional U
ntuk 

P
enanggulangan

 
B

encana

-
-

                                    - 
 - 

                                 - 
100%

              300,000,000
 

100%
120,000,000

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

#
1

06
1

05
Program

 
Peningkatan

 
K

apasitas
 Sum

ber 
D

aya A
paratur

Jum
lah

 aparatur 
yang

 profesional
6 O

rang
6 O

rang
                   50,000,000

 
 1 Tahun

 
                 50,000,000

 
 2 O

rang
 

                50,000,000
 

 2 O
rang

 
               50,000,000

 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
05

01
- P

endidikan
 dan 

P
elatihan

 Form
al

Jum
lah

 A
S

N
 B

P
B

D
 

yang M
engikuti 

D
iklat

6 O
rang

6 O
rang

                   50,000,000
 

 2 O
rang

 
                 50,000,000

 
 2 O

rang
 

                50,000,000
 

 2 O
rang

 
               50,000,000

 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

#
1

06
1

06
Program

 
Peningkatan

 
Pengem

bangan
 

Sistem
 Pelaporan

 
C

apaian
 K

inerja
 

dan K
euangan

Persentase
 

Pengem
bangan

 
Sistem

 Pelaporan
 

C
apaian

 K
inerja

 
dan K

euangan
   

100%
100%

                 100,000,000
 

100%
               100,000,000

 
100%

              100,000,000
 

100%
             100,000,000

 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba



Tujuan
S

asaran
Indikator S

asaran
K

ode
P

rogram
 dan 

K
egiatan

 

Indikator K
inerja

 
P

rogram
 (outcom

e) 
dan K

egiatan
 

(output)

D
ata 

C
apaian

 
pada Tahun

 
A

w
al 

P
erencanaa

n

Target K
inerja

 P
rogram

 dan K
erangka

 P
endanaan

U
nit K

erja 
S

K
P

D
 

P
enanggung

-
jaw

ab

Lokasi
Tahun

-1  (2017)                                
Tahun

-2 (2018)                                       Tahun
-3 (2019)                                          

Tahun
-4 (2020)

Target
 R

p  
Target

R
p

Target
R

p
Target

R
p

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

 (9) 
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)
(22)

(23)

#

1
06

1
06

01
- P

enyusunan
 

Laporan
 capaian

 
kinerja

 dan ikhtisar 
realisasi kinerja

 
S

K
P

D

Jum
lah

 D
okum

en
 

Laporan
4 Laporan

4 Laporan
                   50,000,000

 
4 Laporan

                 50,000,000
 

4 Laporan
                50,000,000

 
4 Laporan

               50,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
06

10
- P

enyusunan
 

R
ancangan

 K
erja

 
dan P

enetapan
 

K
inerja

Jum
lah

 D
okum

en
 

Laporan
2 Laporan

2 Laporan
                   50,000,000

 
2 Laporan

                 50,000,000
 

2 Laporan
                50,000,000

 
2 Laporan

               50,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

#
M

eningkatkan
 

K
ualitas 

Lingkungan
 

H
idup

M
eningkatnya

 
kesiapsiagaaan

 
bencana

 
dengan

 : 

1
06

1
22

Program
 

Pencegahan
 D

ini 
dan 
Penanggulangan

 
K

orban
 B

encana
 

A
lam

Persentase
 

Pencegahan
 D

ini 
dan 
Penanggulangan

 
K

orban
 B

encana
 

A
lam

 

100%
100%

              1,212,000,000
 

100%
            1,000,000,000

 
100%

3,250,000,000
100%

4,112,000,000
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1. M
eningkatnya

 
kualitas 
pencegahan

 
resiko

 bencana

1.1
Jum

lah
 D

esa
 

Tangguh
 

B
encana

 (18 
desa)

1
06

1
22

12
- P

enyusunan
 

R
encana

 K
ontijensi 

K
abut A

sap A
kibat 

K
ebakaran

 H
utan

 
dan Lahan

Jum
lah

 D
okum

en
 

acuan
 rencana

 
kontijensi kabut 
asap akibat 
kebakaran

 hutan 
dan lahan

1 D
okum

en
1 D

okum
en

                 100,000,000
 

1 D
okum

en
                                 - 

-
                                 - 

 - 
                                - 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

2. M
eningkatnya

 
kualitas 
penanganan

 
bencana

2.1
P

ersentase
 

penurunan
 titik 

kebakaran
 

(hotspot) hutan
 

dan lahan (100 
%

)

- P
enyusunan

 
R

encana
 K

ontijensi 
K

abut A
sap A

kibat 
K

ebakaran
 H

utan
 

dan Lahan, B
anjir 

dan Tanah
 Longsor

Tersedianya
 acuan

 
rencana

 kontijensi 
kabut asap akibat 
kebakaran

 hutan 
dan lahan, B

anjir 
dan Tanah

 Longsor

-
-

                                    - 
 - 

                                 - 
2 D

okum
en

              300,000,000
 

2 D
okum

en
             200,000,000

 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

2.2
P

ersentase
 

kejadian
 

bencana
 yang 

di tanggulangi 
(100 %

)

1
06

1
22

13
- P

enyusunan
 S

O
P

 
M

anajem
en

 
P

enanggulangan
 

B
encana

Tersedianya
 acuan

 
dalam

 
penanggulangan

 
bencana

1 D
okum

en
1 D

okum
en

                   62,000,000
 

-
                                 - 

 - 
                                 - 

 - 
                                - 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
22

15
- K

oordinasi 
P

encegahan
 dan 

P
engendalian

 
B

ahaya
 K

ebakaran
 

H
utan

 dan Lahan

Terkendalinya
 setiap

 
kejaian

 bencana
 

kebakaran
 hutan 

dan lahan

12 B
ulan

12 B
ulan

              1,000,000,000
 

12 B
ulan

            1,000,000,000
 

12 B
ulan

           1,350,000,000
 

12 B
ulan

          1,650,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
22

-P
enyusunan

 
R

encana
 K

ontijensi 
B

encana
 B

anjir dan 
Tanah

 Longsor

Tersedianya
 acuan

 
rencana

 kontijensi 
bencana

 banjir dan 
tanah longsor

-
-

                                    - 
 - 

                                 - 
-

                                 - 
-

                                - 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

1
06

1
24

- D
eteksi dini 

pergerakan
 tanah

 di 
daerah

 raw
an

 
bencana

Jum
lah

 D
okum

en
 

laporan/ D
ata hasil 

pendeteksian
 dini 

pergerakan
 tanah

-
-

                                    - 
 - 

                                 - 14 K
ecam

atan
              150,000,000

 14 K
ecam

atan
             150,000,000

 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

1
06

1
22

01
- P

em
antauan

 dan 
P

enyebarluasaan
 

Inform
asi P

otensi 
B

encana
 A

lam
 pada 

B
P

B
D

 K
ab. M

uba

Fasilitas
 laporan

 
data kebencanaan

 
yang akurat

-
-

                                    - 
 - 

                                 - 
1 w

eb
              150,000,000

 
4 Jenis

             250,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
22

05
- B

im
tek dan 

P
elatihan

 S
earch

 
and R

escue

Jum
lah

 Tim
 Trc yang 

terlatih
-

-
                                    - 

 - 
                                 - 

100 orang
              400,000,000

 
160 orang

             500,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba



Tujuan
S

asaran
Indikator S

asaran
K

ode
P

rogram
 dan 

K
egiatan

 

Indikator K
inerja

 
P

rogram
 (outcom

e) 
dan K

egiatan
 

(output)

D
ata 

C
apaian

 
pada Tahun

 
A

w
al 

P
erencanaa

n

Target K
inerja

 P
rogram

 dan K
erangka

 P
endanaan

U
nit K

erja 
S

K
P

D
 

P
enanggung

-
jaw

ab

Lokasi
Tahun

-1  (2017)                                
Tahun

-2 (2018)                                       Tahun
-3 (2019)                                          

Tahun
-4 (2020)

Target
 R

p  
Target

R
p

Target
R

p
Target

R
p

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

 (9) 
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)
(22)

(23)
1

06
1

24
07

- A
pel 

G
abungan/S

im
ulasi/

 
G

ladi dalam
 rangka

 
kesiapsiagaan

 
m

enghadapi 
bencana

 pelatihan
 

dasar kebencanaan

Jum
lah

 peserta
 apel 

gabungan
 dalam

 
m

enghadapi 
bencana

500 O
rang

500 O
rang

                   50,000,000
 

-
                                 - 

 - 
                                 - 

500 O
rang

250,000,000
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

1
06

1
25

06
- M

itigasi B
encana

Jum
lah

 R
am

bu
-

ram
bu

 P
endukung

 
P

enanggulangan
 

B
encana

-
-

                                    - 
 - 

                                 - 
 - 

                                 - 
80 unit

             212,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
22

- P
em

binaan
 desa

 
tangguh

 bencana
 

Jum
lah

 desa
 

tangguh
 bencana

-
3 desa

                                    - 
 6 desa

 
                                 - 

9 desa
              900,000,000

 
12 desa

             900,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

- sosialisasi 
pencegahan

 
kebakaran

 hutan 
dan lahan

Jum
lah

 m
asyarakat 

yang paham
 dalam

 
pencegahan

 
kebakaran

 hutan 
dan lahan

-
-

                                    - 
 - 

                                 - 
 - 

                                 - 
-

                              -   
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

- S
im

ulasi 
P

enanggulangan
 

B
encana

 

Jum
lah

 m
asyarakat 

dan Tim
 TR

C
 yang 

teram
pil

-
-

                                    - 
 - 

                                 - 
 - 

                                 - 
-

                                - 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

#
1

06
1

24
Program

 
Peningkatan

 
K

esiapsiagaan
 dan 

Pencegahan
 

B
ahaya

 K
ebakaran

Persentase
 

Peningkatan
 

K
esiapsiagaan

 dan 
Pencegahan

 
B

ahaya
 K

ebakaran
 

100%
100%

                 992,000,000
 

-
                                 - 

100%
                                 - 

100%
                                - 

B
PB

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

1
06

1
24

02
- P

engadaan
 

S
arana

 dan 
P

rasarana
 

P
encegahan

 
B

ahaya
 K

ebakaran

Jum
lah

 peralatan
 

pendukung
 

penanggulangan
 

bahaya
 kebakaran

3 Jenis
3 Jenis

                 112,000,000
 

-
                                 - 

 - 
                                 - 

 - 
                                - 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
24

06
- P

eningkatan
 

K
em

am
puan

 Teknis 
P

enanggulangan
 

B
encana

 K
ebakaran

 
U

ntuk P
etugas 

K
arhutlah

Jum
lah

 petugas
 

K
arhutlah

 yang 
terlatih

 dan 
profesional

42 O
rang

42 O
rang

                 200,000,000
 

-
                                 - 

 - 
                                 - 

 - 
                                - 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

- A
pel 

G
abungan/S

im
ulasi/

 
G

ladi dalam
 rangka

 
kesiapsiagaan

 
m

enghadapi 
bencana

 pelatihan
 

dasar kebencanaan

Jum
lah

 P
etugas

 dan 
m

asyarakat yang
 

siaga
 dalam

 
m

enghadapi 
ancam

an
 bahaya

 
akibat bencana

500 O
rang

500 O
rang

                   50,000,000
 

-
                                 - 

 - 
                                 - 

 - 
                                - 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
24

08
- P

elatihan
 dasar 

kebencanaan
Jum

lah
 P

ersonil 
yang terlatih

42 O
rang

42 O
rang

                 100,000,000
 

-
                                 - 

 - 
                                 - 

 - 
                                - 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
24

09
- P

enyediaan
 A

lat 
K

om
unikasi 

P
enanganan

 
B

ahaya
 

K
ebencanaan

Jum
lah

 alat 
kom

unikasi antar 
pos kecam

atan, pos 
pem

antau, dan pos 
induk dalam

 
m

enghadapi 
bencana

7 Jenis
7 Jenis

                 530,000,000
 

-
                                 - 

 - 
                                 - 

 - 
                                - 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba



Tujuan
S

asaran
Indikator S

asaran
K

ode
P

rogram
 dan 

K
egiatan

 

Indikator K
inerja

 
P

rogram
 (outcom

e) 
dan K

egiatan
 

(output)

D
ata 

C
apaian

 
pada Tahun

 
A

w
al 

P
erencanaa

n

Target K
inerja

 P
rogram

 dan K
erangka

 P
endanaan

U
nit K

erja 
S

K
P

D
 

P
enanggung

-
jaw

ab

Lokasi
Tahun

-1  (2017)                                
Tahun

-2 (2018)                                       Tahun
-3 (2019)                                          

Tahun
-4 (2020)

Target
 R

p  
Target

R
p

Target
R

p
Target

R
p

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

 (9) 
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)
(22)

(23)
#

1
06

1
25

Program
 Tanggap

 
D

arurat 
Penanggulangan

 
B

encana

Persentase
 

Penanggulangan
 

B
encana

100%
100%

                 300,000,000
 

100%
            4,377,562,000

 
100%

           4,177,562,000
 

100%
          4,108,000,000

 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
25

01
- K

oordinasi 
tanggap

 darurat 
bencana

 banjir

R
apat K

oordinasi 
D

arurat 
P

enanggulangan
 

B
encana

40 O
rang

40 O
rang

                 100,000,000
 

40 O
rang

               150,000,000
 

40 O
rang

              150,000,000
 

40 O
rang

             150,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
25

03
- P

em
antauan

 
daerah

 raw
an

 dan 
darurat bencana

Terpantaunya
 

D
aerah

 R
aw

an
 dan 

D
arurat B

encana

25 K
ali

25 K
ali

                 200,000,000
 

14 
K

ecam
atan

               200,000,000
 14 K

ecam
atan

              200,000,000
 14 K

ecam
atan

             200,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
25

04
- P

enunjang
 satgas 

penanggulangan
 

bencana

O
perasional tim

 
reaksi cepat organik

-
-

                                    - 
160 orang

            2,869,562,000
 

160 orang
           2,869,562,000

 
160 orang

          2,900,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
25

05
- P

engadaan
 

peralatan
 tanggap

 
darurat

Jum
lah

 peralatan
 

tanggap
 darurat 

bencana

-
-

                                    - 
10 Jenis

               365,000,000
 

10 Jenis
              365,000,000

 
10 Jenis

             365,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

- P
eningkatan

 
kapasitas

 S
D

M
 

dalam
 pengkajian

 
kebutuhan

 pasca 
bencana

 (Jitu 
P

asna)

K
apasitas

 S
D

M
 

dalam
 pengkajian

 
kebutuhan

 pasca 
bencana

 (Jitu 
P

asna)

-
-

                                    - 
-

                                 - 
-

                                 - 
-

                                - 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

1
06

1
25

06
- M

itigasi B
encana

Jum
lah

 R
am

bu
-

ram
bu

 P
endukung

 
P

enanggulangan
 

B
encana

 - 
                       -                                     - 

 80 unit 
               200,000,000

 
 - 

                                 - 
-

                                - 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

1
06

1
25

08
- K

oordinasi, 
m

onitoring, evaluasi 
dan pelaporan

 
pasca

 bencana

Jum
lah

 D
okum

en
 

laporan
                   -                        -                                     - 

14 
K

ecam
atan

               243,000,000
 14 K

ecam
atan

              243,000,000
 14 K

ecam
atan

             243,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
25

09
- A

pel gabungan/ 
sim

ulasi/ gladi 
dalam

 rangka
 

kesiapsiagaan
 

m
enghadapi 

bencana

Jum
lah

 P
etugas

 dan 
m

asyarakat yang
 

siaga
 dalam

 
m

enghadapi 
ancam

an
 bahaya

 
akibat bencana

                   - 
 - 

                                    - 
500 O

rang
               150,000,000

 
500 O

rang
              150,000,000

 
-

                                - 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba

1
06

1
25

10
- P

enyusunan
 D

E
D

 
W

orkshop
Tersedianya

 
dokum

en
 

perencanaan

                   - 
 - 

                                    - 
100%

               200,000,000
 

100%
              200,000,000

 
100%

             200,000,000
 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

uba

1
06

1
23

06
- P

em
buatan

 S
istem

 
Inform

asi B
encana

Tersedianya
 laporan

 
data kebencanaan

 
yang akurat

                   - 
 - 

                                    - 
 - 

                                 - 
 - 

                                 - 
 1 w

eb 
               50,000,000

 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
uba





Tabel 6.2 ( Tabel T-C
 27)

R
encana Program

, K
egiatan, Indikator K

inerja, dan Pendanaan B
adan Penanggulangan B

encana D
aerah

K
abupaten M

usi B
anyuasin Tahun 2021-2022

Tujuan
S

asaran
K

ode
P

rogram
 dan K

egiatan 

Indikator K
inerja 

Tujuan, S
asaran, 

P
rogram

 (outcom
e) 

dan K
egiatan 

(output)

D
ata C

apaian 
pada Tahun 

A
w

al 
P

erencanaan

Target K
inerja P

rogram
 dan K

erangka P
endanaan

U
nit K

erja 
P

erangkat 
D

aerah 
P

enanggung-
jaw

ab

Lokasi

2021
K

ondisi K
inerja pada akhir periode 

R
enstra P

erangkat D
aerah (2022)

Target
 R

p  
Target

 R
p 

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
                              (8)

(17)
 (18) 

(19)
(20)

M
ew

ujudkan 
M

usi B
anyuasin 

yang B
ersih dan 

M
elayani

M
eningkatnya 

K
ualitas Pelayan 

Publik (90%
)

1
U

R
U

SAN
 

PEM
ER

IN
TAH

AN
 

W
AJIB

 YAN
G

 
B

ER
K

AITAN
 D

EN
G

AN
 

PELAYAN
AN

 D
ASAR

1
05

U
R

U
SAN

 
PEM

ER
IN

TAH
AN

 
B

ID
AN

G
 

K
ETEN

TR
AM

AN
 D

AN
 

K
ETER

TIB
AN

 U
M

U
M

 
SER

TA 
PER

LIN
D

U
N

G
AN

 
M

ASYAR
AK

AT
1

05
01

PR
O

G
R

AM
 

PEN
U

N
JAN

G
 U

R
U

SAN
 

PEM
ER

IN
TAH

AN
 

D
AER

AH

Persentase 
Pelaporan 
C

apaian K
inerja 

dan K
euangan 

dilaksanakan 
Sangat Tepat

100%
100%

         12,147,490,000 
100%

            39,094,815,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.01

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi K

inerja 
Perangkat D

aerah

Tersusunnya 
D

okum
en 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
K

inerja Perangkat 
D

aerah

100%
100%

              100,000,000 
100%

                 500,000,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.01

01
P

enyusunan D
okum

en 
P

erencanaan P
erangkat 

D
aerah

D
okum

en Laporan 
(R

enja dan Tapkin)
2 Laporan

2 Laporan
                50,000,000 

100%
                 250,000,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A



1
05

01
2.01

06
K

oordinasi dan 
P

enyusunan Laporan 
C

apaian K
inerja dan 

Ikhtisar R
ealisasi K

inerja 
S

K
P

D

D
okum

en Laporan 
(Laporan 
K

euangan, LK
P

J, 
LA

K
IP

, LP
P

D
)

4 Laporan
4 Laporan

                50,000,000 
100%

                 250,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

01
2.02

Adm
inistrasi K

euangan 
Perangkat D

aerah
Persentase 
Pem

enuhan 
layanan 
adm

inistrasi 
keuangan 
perkantoran

100%
100%

           3,750,000,000 
100%

              4,125,000,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.02

1
01 P

enyediaan G
aji dan 

Tunjangan A
S

N
Tersedianya G

aji 
dan Tunjangan 
A

S
N

12 B
ulan

12 B
ulan

           3,750,000,000 
12 B

ulan
              4,125,000,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
5

01
2.05

Adm
inistrasi 

K
epegaw

aian 
Perangkat D

aerah

Persentase 
pengelolaan 
kepegaw

aian 
yang 
dilaksanakan 
tepat w

aktu (%
)

100%
100%

                50,000,000 
100%

                 250,000,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
5

01
2.05

09
P

endidikan dan 
P

elatihan P
egaw

ai 
B

erdasarkan Tugas dan 
Fungsi

Jum
lah P

egaw
ai 

B
P

B
D

 yang 
m

engikuti D
iklat 

P
IM

 

2 O
rang

2 O
rang

                50,000,000 
100%

                 250,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

01
2.06

Adm
inistrasi U

m
um

 
Perangkat D

aerah
Persentase 
pem

enuhan 
layanan 
adm

inistrasi 
um

um
 

perkantoran

100%
100%

           1,172,780,000 
100%

              5,322,960,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.06

01
P

enyediaan kom
ponen 

instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor

K
om

ponen instalasi 
listrik/penerangan 

20 Jenis
20 jenis

                90,000,000 
20 jenis

                 360,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

01
2.06

02
P

enyediaan peralatan 
dan perlengkapan kantor

P
erlengkapan dan 

peralatan kantor
4 Jenis

4 jenis
              212,000,000 

4 jenis
                 948,000,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.06

03
P

enyediaan peralatan 
rum

ah tangga
P

eralatan dan 
bahan kebersihan

39 Jenis
39 jenis

                50,000,000 
39 jenis

                 250,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

01
2.06

04
P

enyediaan B
ahan 

Logistik K
antor

K
ebutuhan alat 

tulis kantor
47 U

nit
47 Jenis

              100,000,000 
47 Jenis

                 499,360,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

01
2.06

05
P

enyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan

B
arang C

etakan 
dan P

enggandaan 
23 Jenis

23 Jenis
              106,480,000 

23 Jenis
                 523,300,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A



1
05

01
2.06

06
P

enyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan

S
urat K

abar H
arian

5 Jenis
5 jenis

                50,000,000 
5 jenis

                 225,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

01
2.06

08
Fasilitasi K

unjungan 
Tam

u
M

akanan dan 
m

inum
an di kantor

12 B
ulan

12 B
ulan

                65,000,000 
12 B

ulan
                 325,000,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.06

09
P

enyelenggaraan R
apat 

K
oordinasi dan 

K
onsultasi S

K
P

D

Laporan P
erjalanan 

D
inas dalam

 D
erah

120 Laporan
120 

Laporan
              150,000,000 

120 
Laporan

                 500,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

Laporan P
erjalanan 

D
inas Luar D

aerah
110 Laporan

110 
Laporan

              300,000,000 
110 

Laporan
              1,600,000,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

M
akanan dan 

M
inum

an R
apat

400 K
otak

400 K
otak

                49,300,000 400 K
otak

                   92,300,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

01
2.07

Pengadaan B
arang 

M
ilik D

aerah Penunjang 
U

rusan Pem
erintah 

D
aerah

Persentase 
pem

enuhan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur.

100%
100%

           1,512,000,000 
100%

              8,061,000,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.07

02
P

engadaan K
endaraan 

D
inas O

perasional atau 
Lapangan

M
obil O

perasional 
dan M

otor U
ntuk 

P
enanggulangan 

B
encana (5 U

nit)

5 Jenis
5 jenis

           1,300,000,000 
5 jenis

              7,113,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

01
2.07

05
P

engadaan m
ebel

M
ebeleur pada 

B
P

B
D

 
4 Jenis 

4 jenis
              212,000,000 

4 Jenis
                 948,000,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.08

Penyediaan Jasa 
Penunjang U

rusan 
Pem

erintahan D
aerah

Persentase 
Pem

enuhan 
Layanan Jasa 
Penunjang 
Perkantoran

100%
100%

           3,373,300,000 
100%

            15,714,030,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.08

02
P

enyediaan jasa 
kom

unikasi, sum
ber 

daya air dan listrik

Jasa telepon, 
internet, sum

ber 
daya air dan listrik 

12 B
ulan

12 B
ulan

              416,000,000 
12 B

ulan
              1,282,280,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A



1
05

01
2.08

04
P

enyediaan Jasa 
P

elayanan U
m

um
 K

antor
Jasa H

onorarium
 

O
perator S

IM
D

A
 

K
euangan, 

O
perator S

IM
D

A
 

G
aji, O

perator 
S

IM
D

A
 B

arang, 
O

perator S
IP

P
, 

O
perator S

IR
U

P
, 

O
perator S

IP
D

 dan 
133 N

on P
N

S

137 O
rang

139 O
rang

           2,957,300,000 
139 

O
rang

            14,431,750,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

01
2.09

Pem
eliharaan B

arang 
M

ilik D
aerah Penunjang 

U
rusan Pem

erintahan 
D

aerah

Persentase 
sarana dan 
prasarana 
aparatur dalam

 
kondisi baik (%

)

100%
100%

           2,189,410,000 
100%

              5,121,825,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.09

02
P

enyediaan Jasa 
P

em
eliharaan, B

iaya 
P

em
eliharaan, P

ajak, 
dan P

erizinan K
endaraan 

D
inas O

perasional atau 
Lapangan

Jasa P
em

eliharaan 
dan P

erizinan 
K

endaraan 
D

inas/O
perasional 

17 U
nit

24 U
nit

           1,111,705,000 
24 U

nit
              3,314,120,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

K
endaraan D

inas 
O

perasional yang 
Terpelihara

17 U
nit

28 U
nit

              907,705,000 
28 U

nit
                 907,705,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.09

09
P

em
eliharaan/R

ehabilita
si G

edung K
antor dan

B
angunan Lainnya

G
edung K

antor 
Terpelihara dan 
Teraw

at dengan 
baik (1 U

nit)

2 G
edung

2 gedung
              100,000,000 2 G

edung
                 700,000,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

01
2.09

10
P

em
eliharaan/R

ehabilita
si S

arana dan P
rasarana 

G
edung K

antor atau 
B

angunan Lainnya

P
eralatan gedung 

kantor yang 
terpelihara 

300 M
2/Tahun 

(K
antor B

P
B

D
 

K
ab.M

uba)

4 Jenis
                70,000,000 

4 Jenis
                 200,000,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A



M
eningkatkan 

K
ualitas 

Lingkungan 
H

idup

M
eningkatnya 

kesiapsiagaaan 
bencana dengan 
: 1. M

eningkatnya 
kualitas 
pencegahan 
resiko bencana

1
05

03
PR

O
G

R
AM

 
PEN

AN
G

G
U

LAN
G

AN
 

B
EN

C
AN

A.

Persentase 
Pencegahan 
R

esiko dan 
Penanganan 
B

encana.

100%
100%

         14,439,805,000 
100%

            15,712,605,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

2. M
eningkat 

nya   K
ualitas 

Penanganan 
B

encana

1
05

03
2.01

Pelayanan Inform
asi 

R
aw

an B
encana 

K
abupaten/K

ota

Laporan D
ata 

K
ebencanaan 

yang Akurat 

100%
100%

              200,000,000 
100%

                 220,000,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

03
2.01

01
P

enyusunan K
ajian 

R
isiko B

encana 
K

abupaten/K
ota

D
okum

en S
tandar 

P
elayanan 

B
encana

1 D
okum

en
1 D

okum
en

              100,000,000 
1 

D
okum

en
                 110,000,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

03
2.01

02
S

osialisasi, K
om

unikasi, 
Inform

asi dan E
dukasi 

(K
IE

) R
aw

an B
encana 

K
abupaten/K

ota (P
er 

Jenis B
encana)

Laporan data 
kebencanaan yang 
akurat

4 Jenis
3 Jenis

              100,000,000 
3 Jenis

                 110,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

03
2.02

Pelayanan Pencegahan 
dan K

esiapsiagaan 
terhadap B

encana

Terlaksananya 
K

oordinasi &
 

pengendalian, 
D

esa Siaga 
B

encana dan 
K

esiapsiagaan 
Petugas

100%
100%

           5,976,805,000 
100%

              6,558,805,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

03
2.02

01
P

enyusunan R
encana 

P
enanggulangan 

B
encana K

abupaten/kota

D
okum

en Laporan 
R

encana 
P

enanggulangan 
B

encana 
K

abupaten/K
ota

1 D
okum

en
1 D

okum
en

              250,000,000 
1 

D
okum

en
                 275,000,000 

B
P

B
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

03
2.02

02
P

elatihan P
encegahan 

dan M
itigasi B

encana 
K

abupaten/K
ota

M
eningkatkan 

kesiapsiagaan 
m

asyarakat dalam
 

m
enghadapi 

bencana

10 U
nit, 2 D

esa
3 Jenis

              475,000,000 
3 Jenis

                 522,500,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A



1
05

03
2.02

03
P

engendalian O
perasi 

dan P
enyediaan S

arana 
P

rasarana 
K

esiapsiagaan Terhadap 
B

encana 
K

abupaten/K
ota

K
oordinasi dan 

P
engendalian 

B
encana 

K
ebakaran H

utan 
dan Lahan

24 kali, 44Jenis
24 K

ali
           3,295,000,000 

24 K
ali

              3,624,500,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

P
eserta A

pel 
G

abungan 
K

esiapsiagaan 
petugas dalam

 
m

enghadapi 
ancam

an bahaya 
akibat bencana

600 O
rang

600 O
rang

              156,805,000 
600 

O
rang

                 156,805,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

03
2.02

04
P

enyediaan P
eralatan 

P
erlindungan dan 

K
esiapsiagaan terhadap 

B
encana

Tersedianya 
P

eralatan 
P

erlindungan dan 
K

esiapsiagaan 
Terhadap B

encana

100%
100%

              500,000,000 
100%

                 550,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

03
2.02

05
P

engelolaan R
isiko 

B
encana 

K
abupaten/K

ota

Terkelolanya R
isiko 

B
encana 

K
abupaten / K

ota

100%
100%

              450,000,000 
100%

                 495,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

03
2.02

06
P

enguatan K
apasitas 

K
aw

asan untuk 
P

encegahan dan 
K

esiapsiagaan

Terlaksananya 
K

apasitas K
aw

asan 
untuk P

encegahan 
dan K

esiapsiagaan 

100%
100%

              400,000,000 
100%

                 440,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

03
2.02

07
P

enanganan 
P

ascabencana 
K

abupaten/K
ota

M
onitoring, 

E
valuasi, dan 

P
elaporan

15 K
ecam

atan
15 

K
ecam

atan
              250,000,000 

15 
K

ecam
ata

n

                 275,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

03
2.02

08
P

engem
bangan 

K
apasitas Tim

 R
eaksi 

C
epat (TR

C
)

B
encana 

K
abupaten/K

ota

Jum
lah P

rem
i 

A
suransi bagi 

P
egaw

ai N
on P

N
S

 
(TR

C
)

125 O
rang N

on 
A

S
N

 TR
C

125 O
rang 

N
on A

S
N

 
TR

C

              200,000,000 
125 

O
rang 

N
on A

S
N

 
TR

C

                 220,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A



1
05

03
2,03

Pelayanan 
Penyelam

atan dan 
Evakuasi K

orban
B

encana

Laporan D
ata 

Penyelam
atan dan 

Evakuasi K
orban 

B
encana

100%
100%

           7,563,000,000 
100%

              8,163,800,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

03
2,03

01 R
espon C

epat K
ejadian 

Luar B
iasa 

P
enyakit/W

abah 
Zoonosis P

rioritas

Terlaksananya 
R

espon C
epat 

Terhadap K
ejadian 

Luar B
iasa 

P
enyakit / W

abah 
Zoonosis P

rioritas

100%
100%

           1,000,000,000 
100%

              1,100,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

03
2,03

02 R
espon C

epat D
arurat 

B
encana 

K
abupaten/K

ota

K
oordinasi 

Tanggap D
arurat 

P
enanggulangan 

B
encana

100%
12 B

ulan
           3,385,000,000 

12 B
ulan

              3,723,500,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

P
enyelenggaraan 

Tanggap D
arurat 

B
encana

100%
12 B

ulan
           1,555,000,000 

12 B
ulan

              1,555,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

03
2,03

03 P
encarian, P

ertolongan 
dan E

vakuasi K
orban 

B
encana 

K
abupaten/K

ota

Terlaksananya 
P

encarian, 
P

ertolongan dan 
E

vakuasi K
orban 

B
encana

100%
100%

              600,000,000 
100%

                 660,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

03
2,03

04 P
enyediaan Logistik 

P
enyelam

atan dan 
E

vakuasi K
orban 

B
encana 

K
abupaten/K

ota

P
ersentase 

P
enyediaan 

Logistik 
P

enyelam
atan dan 

E
vakuasi K

orban 
B

encana 
K

abupaten/K
ota

100%
100%

           1,023,000,000 
100%

              1,125,300,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A

1
05

03
2,04

Penataan Sistem
 D

asar 
Penanggulangan 
B

encana

Persentase 
Penataan Sistem

 
D

asar 
Penanggulangan 
B

encana

100%
100%

              700,000,000 
100%

                 770,000,000 
B

PB
D

 K
ab. 

M
uba

K
ab. M

U
B

A

1
05

03
2,04

01 P
enyusunan R

egulasi 
P

enanggulangan 
B

encana 
K

abupaten/K
ota

Tersusunnya 
R

egulasi 
P

enanggulangan 
B

encana 
K

abupaten / K
ota

100%
100%

              200,000,000 
100%

                 220,000,000 
B

P
B

D
 K

ab. 
M

uba
K

ab. M
U

B
A
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Adapun dalam penyusunan Program dan Kegiatan Badan

Penanggulangnan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyusin Tahun 2021

mengacu pada Kepmendagri No 50 Tahun 2020. Di mana terdiri dari 2 Program

dan 11 Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terkait dalam

menunjang pencapaian dari Tujuan dan Sasaran dari Misi 1:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

2. Program Penanggulangan Bencana, yang menunjang dari pencapaian

Tujuan dari Misi 6 yang akan menggambarkan kinerja dari tufoksi BPBD

Kabupaten Musi Banyuasin :

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Indikator merupakan satuan keluaran dari setiap kegiatan dan sub

kegiatan dengan sasaran kegiatan yang di rencanakan agar tepat sasaran untuk

mencapai target kinerja OPD Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari

suatu program. Di mana outcome merupakan yang di hasilkan dari suatu

program, dan output merupakan keluaran dari suatu kegiatan dalam satu tahun

anggaran dengan sumber pendanaan di alokasikan bersumber dari APBD.
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencanah Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah

indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD. Yang terbagi dalam lima indikator dan terkait dengan

pelayanan kebencanaan. Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terumus dalam Matrik Capain Indikator

Utama (IKU) Pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 (Tabel T-C 28)

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Musi Banyuasin yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

N

o

Inikator

Kondisi
Kinerja
pada
awal

periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi
kinerja
pada
akhir

periode
RPJMD

Tahun 0 2017 2018 2019 2020 2021

INDIKATOR KERJA RPJMD

1. Persentase

penurunan titik

kebakaran

(hotspot) hutan

dan lahan

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Jumlah Desa

Tangguh

Bencana

3 3 6 9 12 15 18

3. Persentase

kejadian

bencana yang

ditanggulangi

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal

RPJMD juga ditentukan oleh pencapaian indikator dan target kinerja yang

berkontribusi langsung dari OPD. Pada periode 2017 - 2022 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah telah mengidentifikasi indikator dan target

kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan, Pembinaan,

Pengendalian terhadap Program, Administrasi dan Sarana Prasarana serta

Kerjasama di Lingkungan BPBD.

2. Meningkatnya Pengelolaan Data, Pengembangan Sistem Informasi, Serta

Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Penanggulangan Bencana.

3. Meningkatnya Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Melalui

Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Serta Kesiapsiagaan

Masyarakat.

4. Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaksanaan

Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana.

5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tanggap

Darurat.

6. Meningakatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Rehabilitasi dan

Rekontruksi.




